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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul “Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika 

Kontemporer” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir 

sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang terus 

berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, 

serta tuntutan globalisasi. 

Dinamika hubungan industrial di Indonesia saat ini menghadapi 

berbagai tantangan kompleks, mulai dari perubahan pola kerja akibat 

revolusi industri 4.0, hadirnya platform digital (gig economy), hingga 

pengaturan upah dan perlindungan pekerja dalam kerangka hukum 

nasional dan internasional. Buku ini mencoba mengupas tuntas teori-

teori dasar hukum ketenagakerjaan serta menyajikan analisis kritis 

terhadap isu-isu kontemporer yang tengah hangat diperdebatkan, 

seperti perlindungan pekerja outsourcing, pekerja harian lepas, 

pekerja platform digital, serta implementasi Omnibus law UU Cipta 

Kerja terhadap klaster ketenagakerjaan. 

Adapun sistematika penulisan buku ini terdiri dari beberapa 

bagian utama, yaitu: konsep dasar dan sejarah hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia; sumber-sumber hukum dan asas-asas 

ketenagakerjaan; hubungan kerja, perjanjian kerja, dan hubungan 

industrial; perlindungan upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja; 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; serta isu-isu mutakhir 

dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang 

telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini, 

terutama rekan-rekan dosen, mahasiswa, peneliti hukum, serta 

praktisi hukum perburuhan yang telah memberikan masukan 

berharga. 
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia serta menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang 

berkecimpung dalam dunia hukum, hubungan industrial, dan 

manajemen sumber daya manusia. 

 

Terima kasih. 
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Hakikat Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu cabang pembahasan 

dari pembahasan hukum. Oleh sebab itu penting mengetahui makna 

dari hukum itu sendiri sebelum membahas tentang hukum 

ketenagakerjaan secara menyeluruh agar dapat memahami lingkup 

pembahasan mengenai hukum (Randi dan Sos, 2025). Hukum lebih 

dikenal hanya seputaran kalangan penegak hukum layaknya polisi, 

hakim, jaksa dan pengacara, di mana mereka lebih sering mengetahui 

mengenai undang-undang maupun tata aturan lain mengenai hukum 

yang dibuat di lingkungan tersebut. Pembahasan yang berhubungan 

dengan hukum, termasuk hukum ketenagakerjaan atau hukum 

perburuhan, memiliki peranan penting. 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan 

ekonomi dan industri di Indonesia, hukum ketenagakerjaan juga 

mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan ini mencakup 

berbagai aspek, mulai dari peraturan ketenagakerjaan hingga 

perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu undang-undang yang 

menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti 

hubungan kerja, upah, perlindungan tenaga kerja, dan penyelesaian 

sengketa ketenagakerjaan. 

Hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan cabang 

dari ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh 

dengan pemberi kerja dalam proses produksi barang dan jasa. 

Pengaturan ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban para pihak, 

tetapi juga meliputi aspek perlindungan tenaga kerja, jaminan 

kesejahteraan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial secara adil dan efektif. Dalam perspektif negara hukum, 

keberadaan hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis untuk 

menciptakan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan 

pengusaha sebagaimana dikemukakan oleh Dina Susiani (2020) 

sekaligus menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam dunia kerja. 

Lebih lanjut, hukum ketenagakerjaan juga berperan sebagai 

instrumen intervensi negara dalam mengoreksi ketimpangan posisi 
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tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, regulasi 

ketenagakerjaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga protektif 

dan distributif, guna memastikan bahwa proses produksi berjalan 

secara manusiawi, berkeadilan, serta sejalan dengan nilai-nilai 

konstitusional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan 

kesejahteraan umum serta keseimbangan kepentingan antara pekerja 

dan pengusaha serta menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam 

dunia kerja. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945, ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan 

yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip 

konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pasal 5 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja 

memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan, sedangkan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap 

pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha. Ketentuan tersebut menunjukkan 

adanya jaminan normatif atas prinsip kesetaraan (equality before the 

law) dalam hubungan kerja. 

Namun demikian, dalam praktik hubungan industrial, kedudukan 

antara pekerja dan pengusaha tidak sepenuhnya setara. Hal ini 

berbeda dengan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang 

pada dasarnya berada dalam posisi yang relatif seimbang dan 

memiliki kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidaknya 

suatu perjanjian. Dalam hubungan kerja, meskipun secara yuridis 

pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang bebas untuk membuat 

atau tidak membuat perjanjian kerja, secara sosial-ekonomis pekerja 

seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan 

pengusaha (Dina Susiani, 2020). 

Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh keterbatasan akses 

terhadap sumber daya ekonomi, ketergantungan terhadap pekerjaan 

sebagai sumber penghidupan, serta posisi tawar (bargaining position) 

yang relatif rendah. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan hadir 

sebagai instrumen perlindungan yang bersifat korektif dan intervensif 

guna menyeimbangkan hubungan tersebut. Dalam konteks ini, negara 
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melalui regulasi ketenagakerjaan berperan aktif untuk menjamin 

perlindungan hak-hak pekerja, mencegah praktik diskriminasi, serta 

menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan 

berkeadilan sosial. 

Teori ketidakseimbangan posisi tawar (inequality of bargaining 

power) merupakan konsep fundamental dalam hukum 

ketenagakerjaan yang menjelaskan adanya ketimpangan kekuatan 

antara pekerja (buruh) dan pengusaha dalam proses perundingan 

hubungan kerja. Konsep ini secara klasik dikemukakan oleh Otto 

Kahn-Freund, yang menyatakan bahwa hubungan kerja pada 

dasarnya bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan 

subordinatif, di mana pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah 

dibandingkan pemberi kerja. 

Secara teoritis, ketidakseimbangan posisi tawar ini disebabkan 

oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, di mana pekerja 

sangat bergantung pada upah sebagai sumber penghidupan, 

sedangkan pengusaha memiliki kontrol atas modal dan kesempatan 

kerja. Kedua, faktor struktural, yaitu terbatasnya akses pekerja 

terhadap informasi, pendidikan, dan sumber daya yang dapat 

meningkatkan daya tawarnya. Ketiga, faktor sosial, termasuk kondisi 

pasar tenaga kerja yang tidak selalu memberikan alternatif pekerjaan 

yang memadai bagi pekerja. 

Dalam perspektif hukum, ketidakseimbangan ini mengakibatkan 

kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam hubungan kerja 

menjadi bersifat semu (G. Karta Sapoetra, 2016). Secara formal, 

pekerja memang bebas untuk menerima atau menolak perjanjian 

kerja, namun dalam kenyataannya pilihan tersebut seringkali tidak 

benar-benar bebas karena adanya tekanan kebutuhan ekonomi. 

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata 

klasik tidak sepenuhnya relevan diterapkan secara murni dalam 

hubungan industrial. 

Di Indonesia, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk 

perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, tetap menempatkan 

perlindungan pekerja sebagai salah satu prinsip utama. Dengan 

demikian, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai 
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Pendahuluan 

Landasan filosofis dan sosiologis dalam hubungan kerja memerlukan 

kedalaman analisis yang melampaui teks undang-undang (beyond the 

black letter law). Merujuk pada pemikiran Karl Polanyi tentang 

embeddedness ekonomi dalam masyarakat, serta teori Hugh Collins 

mengenai fungsi regulatif hukum kontrak dalam hubungan kerja, 

tulisan ini ditujukan untuk memantik dialektika akademik terhadap 

kedua landasan tersebut dalam hubungan kerja, dengan 

mempertimbangkan tren riset hukum ketenagakerjaan di jurnal 

bereputasi global (Scopus) seperti Industrial Law Journal atau 

International Labour Review. 

 

Dialektika Manusia dan Kerja: Perspektif Ontologis Hukum 

Ketenagakerjaan 

Hakikat kerja bukan sekadar sebagai komoditas ekonomi, melainkan 

sebagai manifestasi martabat kemanusiaan. Dalam doktrin 

Philadelphia, pekerja dipandang sebagai manusia bermartabat, bukan 

komoditas yang bisa “diperjualbelikan”. Di Indonesia, gelombang 

deregulasi (UU 13/2003, UU Cipta Kerja, Perpres TKA, dst.) 

mendorong fleksibilitas pasar kerja untuk menarik investasi dan 

merespons globalisasi. Pertanyaannya: sejauh mana regulasi terbaru 

masih menjaga prinsip kemanusiaan ini? 

UUD 1945 Pasal 27(2) menjadi dasar konstitusional bahwa hak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu diterjemahkan ke 

kewajiban negara memberi perlindungan, kesetaraan kesempatan, 

dan nondiskriminasi dalam hukum ketenagakerjaan (Basofi & 

Fatmawati, 2023; Musrin et al., 2022; Pattipawae, 2022). 

Perlindungan meliputi upah layak, jaminan sosial (BPJS), K3, jaminan 

kerja, dan kebebasan berserikat (Salsabila et al., 2025; Fithri, 2021; 

Nurcahyo, 2021; Pattipawae, 2022). Berbagai studi menegaskan 

tujuan hukum ketenagakerjaan: kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha 

(Salsabila et al., 2025; Kahpi, 2018; Basofi & Fatmawati, 2023; 

Permana, 2022). 

 



Landasan Filosofis Dan Sosiologis Hubungan Kerja 

 

24 Vegitya Ramadhani Putri 

Tabel 2.1: Instrumen Perlindungan dan Fleksibilitas 

Bidang 
Instrumen 

perlindungan 
Instrumen fleksibilitas 

Status kerja 
Aturan PKWT/PKWTT, 
syarat ketat PKWT 

Perluasan PKWT, outsourcing, 
non-standar work 

Upah 
Upah minimum, 
formula pengupahan, 
demo buruh kuat 

Formula matematis yang menekan 
kenaikan upah, tak meliputi sektor 
informal 

TKA 
Tujuan utama lindungi 
TKI & cegah 
persaingan tak sehat 

Penyederhanaan izin TKA (RPTKA 
ganti IMTA), fasilitas keimigrasian 

Sumber: Rozikin & Muhyiddin, 2025; Pratiwi, 2017; Permana, 2022; Kahpi, 

2018; Fithri, 2021; Atalim & Debora, 2019; Agesa et al., 2018 

 

 

UU Cipta Kerja dan cluster ketenagakerjaan dimaksudkan 

menciptakan “safe haven” sekaligus meningkatkan fleksibilitas; 

namun implementasi PKWT dan pemutusan hubungan kerja justru 

sering melemahkan kepastian dan membuka pelanggaran karena 

pengawasan lemah (Rozikin & Muhyiddin, 2025; Permana, 2022). 

Studi tentang UUPKWT/PKWTT menunjukkan perlindungan normatif 

ada, tetapi pelaksanaan tidak optimal, dan posisi tawar pekerja tetap 

rendah (Permana, 2022). Analisis dekonstruktif menyimpulkan asas 

kepastian hukum bergeser dari perlindungan substantif pekerja ke 

instrumen prosedural untuk fleksibilitas, daya saing, dan efisiensi 

administratif, menciptakan fragmentasi norma dan standar 

perlindungan yang melemah (Satriawan et al., 2026). 

Perspektif feminis menunjukkan fleksibilitas menjadi “nafas” 

hukum perburuhan Indonesia dan sangat terkait feminisasi tenaga 

kerja manufaktur; skema fleksibilitas sering menguntungkan pasar, 

tapi kontradiktif terhadap pengarusutamaan gender dan 

kesejahteraan pekerja perempuan (Lousia et al., 2025; Pratiwi, 2017). 

Pada TKA, kemudahan regulasi (Perpres 20/2018, UU Cipta Kerja) dan 

fasilitas keimigrasian cenderung mengutamakan kepentingan 

ekonomi dan investor, sementara perlindungan dan kesempatan kerja 

bagi pekerja lokal berpotensi terpinggirkan (Fithri, 2021; Atalim & 

Debora, 2019; Agesa et al., 2018). Beberapa kajian menilai terjadi 

disharmonisasi antara hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan, 
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lebih pro-TKA daripada melindungi tenaga kerja Indonesia (Fithri, 

2021; Agesa et al., 2018). 

Berbagai penelitian menyorot gap besar antara regulasi yang 

relatif komprehensif dan pelaksanaan di lapangan: lemahnya 

pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan, dan kultur yang 

belum memandang pekerja sebagai subjek hak penuh (Salsabila et al., 

2025; Lousia et al., 2025; Basofi & Fatmawati, 2023; Abdurohman, 

2019; Rafifah et al., 2025). Non-standar workers (kontrak, 

outsourcing, informal) paling rentan: upah tak pasti, jaminan sosial 

minim, posisi tawar lemah (Salsabila et al., 2025; Rozikin & 

Muhyiddin, 2025; Pratiwi, 2017; Kahpi, 2018). Secara tertulis, hukum 

Indonesia masih berangkat dari prinsip bahwa pekerja adalah 

manusia yang harus dilindungi, bukan komoditas, tercermin dalam 

UUD 1945 dan tujuan perlindungan ketenagakerjaan. Namun, regulasi 

terbaru yang menekankan fleksibilitas, deregulasi, dan kemudahan 

investasi membuat asas perlindungan sering bergeser ke posisi 

sekunder. “Keseimbangan” yang terjadi cenderung condong ke 

fleksibilitas pasar kerja, sementara jaminan bahwa pekerja 

benar-benar diperlakukan sebagai subjek martabat manusia sangat 

bergantung pada pengawasan, penegakan hukum, dan penguatan 

posisi tawar pekerja, bukan hanya bunyi norma. 

Pertanyaan tentang kontrak kerja menyentuh jantung perbedaan 

antara paradigma liberal-individualis (kontrak sebagai hasil 

kebebasan dua individu setara) dan Pancasila (Keadilan Sosial) yang 

menempatkan kerja dalam horizon keadilan substantif dan 

kesejahteraan bersama. Pancasila ditempatkan sebagai grundnorm / 

sumber segala sumber hukum dan leitstern (bintang penuntun) bagi 

seluruh regulasi, termasuk ketenagakerjaan (Andriawan, 2022; 

Dimyati et al., 2021; Agustina et al., 2023; Putra et al., 2023). Keadilan 

Pancasila dipahami sebagai keadilan substantif, bukan sekadar 

prosedural atau matematis; hukum boleh “melampaui” teks positif 

demi keadilan nyata (Andriawan, 2022). Negara Pancasila adalah 

welfare state hukum, bukan negara kontrak liberal murni; negara 

justru wajib ikut campur di ranah “privat” seperti upah dan hubungan 

kerja demi kesejahteraan (Dimyati et al., 2021; Zulkarnaen, 2020). 
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Pendahuluan 

Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem 

hukum nasional yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, 

dan negara dalam proses produksi. Pengaturan tersebut tidak hanya 

berfungsi untuk mengatur hubungan kerja secara formal, tetapi juga 

bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan kegiatan usaha. 

Keberadaan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya menjadi 

instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung 

dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kesejahteraan pekerja, 

serta stabilitas hubungan industrial. Dalam konteks tersebut, 

keberadaan sumber hukum ketenagakerjaan menjadi landasan utama 

yang memberikan legitimasi terhadap berbagai norma yang mengatur 

hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (Khakim, 2014). 

Sistem sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

mencakup berbagai norma lain yang berkembang dalam praktik 

hubungan industrial. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta 

perjanjian kerja bersama merupakan bentuk pengaturan yang 

memiliki kekuatan mengikat bagi pekerja dan pengusaha dalam 

menjalankan hubungan kerja. Keberagaman sumber hukum tersebut 

menunjukkan bahwa pengaturan ketenagakerjaan bersifat dinamis 

dan dipengaruhi oleh perkembangan kondisi sosial, ekonomi, serta 

kebijakan pembangunan nasional. Struktur pengaturan yang 

demikian juga mencerminkan karakter hukum ketenagakerjaan yang 

menggabungkan dimensi hukum publik dan hukum privat dalam satu 

kerangka sistem hukum yang terpadu (Husni, 2003). 

Perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mengalami 

perubahan signifikan seiring dengan dinamika kebijakan 

pembangunan ekonomi dan tuntutan penyederhanaan regulasi. Salah 

satu tonggak penting dalam pengaturan ketenagakerjaan adalah 

berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan kerja, 

perlindungan tenaga kerja, serta mekanisme hubungan industrial. 

Seiring dengan perkembangan kebijakan legislasi nasional, sebagian 
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ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian mengalami 

perubahan melalui kebijakan reformasi regulasi yang diwujudkan 

dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat 

melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. 

Reformasi regulasi tersebut bertujuan menyederhanakan berbagai 

ketentuan hukum yang dianggap kompleks serta menyesuaikan 

sistem pengaturan ketenagakerjaan dengan dinamika perkembangan 

ekonomi nasional (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 2003). 

Perubahan regulasi tersebut juga berkaitan erat dengan sistem 

hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pembentukan norma dalam sistem hukum nasional. Pengaturan 

mengenai hierarki peraturan secara formal diatur dalam UU No. 12 

Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Struktur 

hierarki tersebut memberikan pedoman mengenai kedudukan dan 

hubungan antara berbagai jenis peraturan yang berlaku, sehingga 

setiap regulasi yang dibentuk memiliki dasar kewenangan yang jelas 

dan tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan 

lebih tinggi. Pemahaman terhadap sumber hukum ketenagakerjaan 

serta hierarki peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk 

menilai bagaimana sistem hukum nasional mengatur hubungan 

industrial secara komprehensif serta menjamin kepastian hukum bagi 

para pihak yang terlibat di dalamnya (Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, 2011). 

 

Sumber Hukum Ketenagakerjaan dan Hierarki Peraturan 

Pasca-Omnibus law 

Pembahasan mengenai sumber hukum ketenagakerjaan dan hierarki 

peraturan perundang-undangan penting untuk memahami kerangka 

pengaturan hubungan kerja dalam sistem hukum nasional. Perubahan 

regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditegaskan 

melalui UU No. 6 Tahun 2023 membawa implikasi terhadap struktur 

pengaturan ketenagakerjaan, termasuk kedudukan berbagai sumber 

hukum serta peraturan pelaksana yang mengaturnya. Pemahaman 

terhadap hubungan hierarkis antarperaturan tersebut menjadi 
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penting untuk menilai konsistensi regulasi dan kepastian hukum 

dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya 

akan menguraikan konsep sumber hukum ketenagakerjaan, hierarki 

peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan pelaksana 

pasca omnibus law, serta implikasinya terhadap kepastian hukum 

dalam hubungan industrial. 

1. Konsep dan Karakteristik Sumber Hukum Ketenagakerjaan 

dalam Sistem Hukum Indonesia 

Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem 

hukum nasional yang mengatur hubungan antara pekerja, 

pengusaha, dan negara dalam kegiatan produksi. Pengaturan 

tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan kerja 

secara formal, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan 

kepentingan antara perlindungan tenaga kerja dan kepentingan 

dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, keberadaan sumber hukum 

ketenagakerjaan menjadi landasan normatif yang memberikan 

legitimasi terhadap berbagai aturan yang mengatur hak dan 

kewajiban para pihak dalam hubungan industrial. Melalui sumber 

hukum tersebut, negara dapat menetapkan standar perlindungan 

tenaga kerja sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam 

praktik hubungan kerja di Indonesia (Farida & Arianto, 2025). 

Konsep sumber hukum ketenagakerjaan pada dasarnya dapat 

dipahami melalui dua pendekatan, yaitu sumber hukum dalam arti 

materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum 

materiil berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya suatu norma hukum, seperti kondisi sosial, ekonomi, 

serta perkembangan dunia industri. Dinamika pasar tenaga kerja, 

kebutuhan perlindungan pekerja, dan kebijakan pembangunan 

nasional menjadi faktor penting yang mendorong lahirnya regulasi 

ketenagakerjaan. Sementara itu, sumber hukum formil merujuk 

pada bentuk atau jenis aturan yang secara resmi diakui sebagai 

dasar berlakunya suatu norma hukum. Dalam sistem hukum 

Indonesia, sumber hukum formil ketenagakerjaan dapat berupa 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, kebiasaan dalam 

hubungan industrial, serta putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan mengikat bagi para pihak (Asyhadie & Kusuma, 2023). 
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Berbicara tentang hubungan, hubungan merupakan suatu keterikatan 

antara satu subjek dengan subjek lainnya yang menimbulkan 

interaksi, kepentingan, serta konsekuensi tertentu. Dalam perspektif 

hukum, hubungan tidak hanya dimaknai sebagai interaksi biasa, 

melainkan sebagai suatu hubungan hukum yang memiliki dasar, 

tujuan, serta akibat hukum yang jelas. Hubungan hukum tersebut lahir 

karena adanya peristiwa hukum, baik yang bersumber dari perjanjian 

maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam konteks ketenagakerjaan, konsep tersebut berkembang 

menjadi hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan suatu 

sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa, yaitu pekerja/buruh, pengusaha, dan 

pemerintah. Hubungan ini tidak hanya berfokus pada hubungan kerja 

semata, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas seperti 

pembinaan, perlindungan, serta penyelesaian perselisihan 

ketenagakerjaan (Sari, 2025). 

Hubungan industrial diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dengan tujuan menciptakan 

hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai hubungan industrial menjadi penting sebagai 

landasan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

pekerja dan pengusaha, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam 

dunia kerja.  

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika 

ekonomi, hubungan industrial juga mengalami perubahan yang cukup 

signifikan, terutama melalui kebijakan hukum yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

sekarang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan kebijakan ini membawa 

implikasi terhadap fleksibilitas hubungan kerja, pengaturan 

perjanjian kerja, sistem pengupahan, hingga mekanisme perlindungan 

tenaga kerja. 

Arah kebijakan yang terjadi hingga saat ini tidak menutup 

kemungkinan adanya campur tangan dari para pihak yang berwenang. 

Adanya regulasi yang mengatur untuk pekerja ini bertujuan untuk 
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meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. 

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya di sisi lain, 

muncul tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan 

pengusaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, konsep 

hubungan industrial dalam konteks regulasi terbaru ini menuntut 

adanya peran aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah sebagai 

regulator, agar tetap tercipta hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

Negara dituntut untuk responsif dalam merumuskan kebijakan 

hukum yang adaptif terhadap perkembangan tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang mampu 

mengakomodasi bentuk-bentuk kerja nontradisional tanpa 

mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Selain itu, negara juga 

perlu memastikan adanya jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja 

gig, yang selama ini sering berada di luar skema perlindungan formal. 

Perubahan struktur ketenagakerjaan akibat digitalisasi dan 

berkembangnya gig economy telah menggeser pola hubungan kerja 

konvensional menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan berbasis teknologi. 

Model kerja seperti freelance, platform-based work, hingga kemitraan 

digital menimbulkan tantangan baru, terutama terkait status hukum 

pekerja, perlindungan sosial, serta kepastian hak dan kewajiban para 

pihak. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat krusial sebagai 

aktor utama dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan 

industrial. Tidak hanya sebagai regulator, negara juga berperan 

sebagai fasilitator dan pengawas. Negara harus mampu menjembatani 

kepentingan antara platform digital sebagai pemberi kerja baru 

dengan para pekerja, sekaligus memastikan tidak terjadi eksploitasi 

dalam hubungan kerja yang bersifat fleksibel tersebut. Penguatan 

pengawasan serta penegakan hukum menjadi penting agar praktik 

hubungan industrial tetap berjalan secara adil (Suhartini, 2020). 

 

Peran Negara dalam Hubungan Industrial di Indonesia 

dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Kontemporer 
Peran negara dalam hubungan industrial di Indonesia memiliki posisi 

yang sangat strategis, terutama dalam perspektif regulasi dan 

kebijakan kontemporer. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU 
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Ketenagakerjaan bahwa Pemerintah memiliki kemauan politik 

(political will) yang berfokus pada pembangunan ketenagakerjaan. 

Hubungan industrial sebagai suatu sistem yang melibatkan 

pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah menuntut adanya 

keseimbangan kepentingan agar tercipta kondisi kerja yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi 

sebagai pembentuk norma, tetapi juga sebagai pengarah dan penjaga 

stabilitas dalam hubungan ketenagakerjaan (Setiabudi, Taufik, dan 

Haryadi, 2022). 

Negara melalui jajaran pemerintah yang memiliki kewenangan 

dalam hal mengontrol kebijakan untuk keberlangsungan masyarakat, 

salah satunya pada sektor ketenagakerjaan. Bentuk keterlibatan 

pemerintah dalam soal-soal ketenagakerjaan tampak jelas dari adanya 

instansi-instansi yang berwenang dan mengurus soal-soal bekerjanya 

tenaga kerja tersebut (Khanifa, 2022). Sebagai penyelenggara 

kekuasaan negara, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis 

dalam menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh yang secara struktural bersifat tidak 

setara (subordinatif). Dalam praktiknya, pengusaha cenderung 

memiliki posisi menggantung yang lebih dominan dalam menentukan 

syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, 

pekerja/buruh yang umumnya berada pada posisi sosial dan ekonomi 

yang lebih lemah sering kali berada dalam posisi yang kurang 

menguntungkan, sehingga cenderung menerima ketentuan yang 

ditetapkan oleh pengusaha tanpa memiliki ruang yang cukup untuk 

menegosiasikan kepentingannya secara bebas.  

Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan 

dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui 

regulasi menjadi suatu keniscayaan untuk menetapkan norma dan 

batasan yang adil. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai 

instrumen untuk melindungi pekerja/buruh sekaligus memastikan 

terciptanya hubungan industrial yang seimbang, berkeadilan, dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan (Fitriana, 

2022).  

Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga mencerminkan peran negara sebagai regulator, fasilitator, 
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Pendahuluan  

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling 

dinamis dan kompleks dalam sistem ekonomi nasional (Indriani 

2016). Berbeda dengan modal atau lahan yang dapat dikalkulasi 

secara relatif pasti, tenaga kerja memiliki dimensi manusiawi yang 

membuatnya tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditas 

biasa (Erman and Saptari 2013). Di sini hukum ketenagakerjaan 

menemukan relevansinya: sebagai instrumen pengatur yang 

menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan harkat 

dan martabat manusia sebagai pekerja (Ramli 2020). 

Perencanaan tenaga kerja (labor planning) dan informasi pasar 

kerja (labor market information) adalah dua sisi dari satu koin. 

Perencanaan tanpa informasi yang akurat ibarat berlayar tanpa peta. 

Hasil yang dicapai akan selalu jauh dari yang diharapkan. Sebaliknya, 

informasi yang melimpah tanpa kemampuan merencanakannya akan 

menjadi beban yang tidak produktif. 

Dalam konteks Indonesia yang memiliki angkatan kerja di atas 

154 juta jiwa (per Agustus 2025) (Badan Pusat Statistik Indonesia 

2025), dengan struktur demografi yang sedang mengalami bonus 

demografi (demographic dividend), dan dengan kesenjangan 

keterampilan (skills gap) yang masih signifikan antara lulusan 

pendidikan dan kebutuhan industri, perencanaan tenaga kerja bukan 

sekadar fungsi administrasi, ia adalah instrumen kebijakan strategis 

nasional. 

 

Perencanaan Tenaga Kerja 

Secara harfiah, perencanaan tenaga kerja (manpower planning atau 

labor force planning) dapat didefinisikan sebagai proses sistematis 

untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi atau 

wilayah guna memastikan tersedianya jumlah dan jenis tenaga kerja 

yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan 

keterampilan yang tepat. Perencanaan tenaga kerja adalah proses 

untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan 

tujuan strategis organisasi. Ini melibatkan analisis jumlah, jenis, dan 

keterampilan yang diperlukan, serta memprediksi kebutuhan di masa 

depan (Husainah 2024). 
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Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 7 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) memberikan fondasi yuridis bagi perencanaan 

tenaga kerja nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam 

rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan 

kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya, Pasal 

8 UU Ketenagakerjaan secara eksplisit mewajibkan penyusunan 

perencanaan tenaga kerja yang meliputi perencanaan tenaga kerja 

makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. 

“Pasal 7 

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah 

menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. 

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: 

(3) perencanaan tenaga kerja makro; dan 

(4) perencanaan tenaga kerja mikro. 

(5) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program 

pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, 

pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 8 

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi 

ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: 

a. penduduk dan tenaga kerja;  

b. kesempatan kerja;  

c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;  

d. produktivitas tenaga kerja; 

e. hubungan industrial;  

f. kondisi lingkungan kerja;  

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan  

h. jaminan sosial tenaga kerja. 

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah 

maupun swasta.  

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi 

ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan 
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tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan 

serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (PP Perencanaan 

Tenaga Kerja) menyatakan: 

“Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK 

adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis 

yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, 

dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan.” 

 

Pasal 1 angka 5 PP Perencanaan Kerja menyatakan bahwa 

Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK 

Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara 

sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal 

dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, 

baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan 

produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.  

Pasal 1 angka 6 PP Perencanaan Kerja menyatakan bahwa 

Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK 

Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara 

sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta 

dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara 

optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang 

tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.  
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Gambar 5.1: Perencanaan Tenaga Kerja 

Sumber: (DataOn 2025) 

 

 
Sumber: (DataOn 2025) 
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Pengertian Perjanjian Kerja 

Pada sistem ketenagakerjaan, fondasi utama dalam hukum 

ketenagakerjaan adalah hubungan kerja karena dari perjanjian timbul 

hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh (Dewa 

Sukma Kelana & Asmariah, 2026). Hubungan kerja merupakan 

permulaan adanya perikatan antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk suatu pekerjaan yang telah disepakati syarat dan 

ketentuannya (Mawardi Khairi dkk., 2021). Perjanjian kerja 

merupakan titik permulaan lahirnya hubungan kerja dalam hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia.  

Pengertian hubungan kerja sebagaimana dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dalam Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa hubungan kerja merujuk 

kepada hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh 

berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja, yang memiliki unsur 

terdapatnya pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa 

hubungan kerja dirumuskan sebagai hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 0Pengertian0 

tersebut, senada dengan0 yang0 terdapat0 dalam0 undang-undang 

ketenagakerjaan. Hal tersebut penting karena menegaskan bahwa 

hubungan kerja bukan sekadar relasi ekonomi, melainkan relasi 

hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para 

pihak. 

Perjanjian kerja adalah satu bentuk dari perjanjian secara umum.  

Dalam Undang-Undang Nomor 13,Tahun 2003, Tentang 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 14 menjelasakn bahwa 

perjanjian kerja merupakan,perjanjian,antara,pekerja atau buruh 

dengan pengusaha atau pemberi, kerja yang berisi ketentuan 

mengenai syarat-syarat kerja, hak, maupun kewajiban dan tanggung 

jawab para pihak. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 
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Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, 

khususnya dalam Pasal 1 ayat (9), dijelaskan bahwa perjanjian kerja 

adalah kesepakatan atau perjanjian antara pekerja atau buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang di dalamnya berisi ketentuan 

mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang 

terlibat. 

Apabila dilihat dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa perjanjian kerja dapat diartikan sebagai kesepakatan atau 

perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang 

mencakup ketentuan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak Dengan demikian, sejak awal hukum menempatkan perjanjian 

kerja sebagai alat yang tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat 

secara privat, tetapi juga harus tunduk pada batasan normatif yang 

ditetapkan negara (Hanipah dkk., 2023).  

Perjanjian kerja bukan sekadar diartikan sebagai kesepakatan 

pribadi, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang menentukan 

kedudukan pekerja, kewenangan pengusaha, serta batas 

perlindungan yang harus dijamin oleh negara. Karena itulah, 

pembahasan mengenai perjanjian kerja selalu menjadi pintu masuk 

utama untuk memahami struktur hukum ketenagakerjaan secara 

keseluruhan (Maulana & Fatriani, 2025). 

Kedudukan perjanjian kerja dalam sistem hukum 

ketenagakerjaan memiliki peran penting karena melalui perjanjian 

inilah status hubungan antara para pihak ditentukan secara yuridis 

(Nikmah Dalimunthe, 2023). Berdasarkan definisi perjanjian kerja 

baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dapat 

dipahami bahwa perjanjian kerja bukan sekadar dokumen 

administratif, melainkan dasar hukum yang menempatkan hubungan 

kerja dalam kerangka kepastian, perlindungan, dan 

pertanggungjawaban. Norma tentang perjanjian kerja berfungsi 

menjaga keseimbangan agar kebebasan berkontrak tidak melahirkan 

ketidakadilan dalam praktik hubungan industrial.  

Dalam literatur hukum ketenagakerjaan, pentingnya pengaturan 

tersebut dikarenakan pekerja sering kali berada dalam keadaan yang 

lebih rentan dari segi ekonomi dan struktural dibandingkan 

pengusaha (Rahman dkk., 2023). Perjanjian kerja juga merupakan 
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dasar dan acuan untuk perusahaan dalam 

mengubah0status0pekerja0baik menjadi0pekerja,kontak maupun 

pekerja0tetap. 

 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian kerja telah ditetapkan dalam kerangka hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia melalui pengaturan baik di dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah. Aturan 

tersebut merupakan elemen dari sistem hukum nasional yang 

mengatur interaksi antara buruh dan pengusaha. Sebagaimana telah 

diketahui bahwa terdapat dua macam perjanjian kerja, yakni 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (biasa dikenal dengan 

karyawan kontrak) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT) (atau biasa dikenal dengan karyawan tetap) (Mahdi Haidar, 

2022). 

Jenis perjanjian kerja tersebut sebagaimana telah dijelaskan 

dalam Pasal 56, ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan sebagaimana kini telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan bahwa 

perjanjian kerja dibuat dengan bentuk waktu tidak tertentu atau 

melalui waktu tertentu Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai 

perjanjian kerja, khususnya terkait PKWT dan PKWTT, diatur secara 

rinci dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja.  

Selain memberikan definisi dan peraturan, Peraturan Pemerintah 

tersebut juga mengatur syarat, batasan, serta konsekuensi hukum dari 

masing-masing jenis perjanjian kerja PKWT hanya dapat digunakan 

untuk pekerjaan tertentu yangmenurut jenis dan sifatnya akan selesai 

dalam waktu tertentu, sedangkan PKWTT digunakan untuk pekerjaan 

yang bersifat tetap (Devi, 2024).  

Perjanjian kerja dengan bentuk waktu tertentu, atau disingkat 

PKWT, menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 
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Pendahuluan 
Struktur bab ini dirancang dengan pendekatan hukum tata negara 

yang kuat (melihat K3 sebagai pemenuhan hak konstitusional atas 

lingkungan kerja yang sehat) serta mengintegrasikan realitas 

sosiologis dan tren global yang sering dibahas dalam jurnal Scopus 

seperti Safety Science atau Journal of Occupational Health. Untuk 

mendukung aspek filosofis, dapat dirujuk pada teori Social Justice John 

Rawls untuk menjelaskan bahwa standar K3 yang tinggi adalah bentuk 

proteksi bagi kelompok yang "paling tidak beruntung" dalam struktur 

industri. Secara sosiologis, pemikiran Niklas Luhmann tentang Risk 

and Danger dapat digunakan untuk membedah bagaimana hukum 

merespons ketidakpastian dalam industri modern. 

 

K3 sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia 

Universal 
K3 sejatinya lebih dari sekadar kewajiban teknis menjadi norma 

fundamental yang berakar pada hak atas hidup dan kesehatan. Pasal 

28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional warga negara. 

Pertanyaannya adalah apakah pelanggaran standar K3 oleh 

perusahaan bisa diposisikan sebagai pelanggaran hak konstitusional 

yang digugat lewat mekanisme constitutional complaint. 

Beberapa kajian menegaskan bahwa Pasal 28H ayat (1) adalah 

norma dasar perlindungan lingkungan dan HAM; hak atas lingkungan 

yang baik dan sehat telah “dikonstitusionalisasi” sebagai bagian dari 

Green Constitution Indonesia (Yusa & Hermanto, 2018; Sodikin, 2021; 

Prakoso, 2014; Mamonto, 2021). Negara dan seluruh pemangku 

kepentingan berkewajiban menjamin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup untuk memenuhi hak tersebut (Yusa & Hermanto, 

2018; Prakoso, 2014). 

Penelitian tentang K3 menegaskan bahwa perusahaan wajib 

secara hukum dan etika menjamin lingkungan kerja yang aman dan 

sehat; pelanggaran standar K3 berarti melanggar hak-hak pekerja 

yang dijamin undang-undang (Hermansyah, 2023). Namun teks ini 

membatasi analisis pada pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan 

dan K3, bukan secara eksplisit menyebutnya sebagai pelanggaran 
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langsung Pasal 28H ayat (1) yang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi 

(Hermansyah, 2023). 

Beberapa studi menyoroti bahwa regulasi tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan masih parsial dan belum terbangun 

sebagai instrumen yang utuh untuk pemenuhan hak konstitusional 

atas lingkungan hidup (Mamonto, 2021). Kegagalan negara mengatur 

dan mengawasi dapat dinilai sebagai kegagalan menjamin hak 

konstitusional atas lingkungan yang bersih dan sehat (Mahardika, 

2021). 

Riset-riset ini menegaskan bahwa constitutional complaint 

ditujukan terhadap tindakan atau kelalaian organ publik/pejabat 

negara, bukan sengketa langsung dengan subjek privat, meskipun 

tindakan privat sering dimungkinkan oleh regulasi dan pengawasan 

negara yang lemah (Adnyani et al., 2024; Wico et al., 2021; Awanisa et 

al., 2021; Dewi et al., 2022). Kajian tentang constitutional complaint di 

Indonesia konsisten menyatakan bahwa mekanisme constitutional 

complaint belum eksis secara normatif, sehingga belum ada dasar 

formil menggugat pelanggaran hak konstitusional (termasuk hak 

lingkungan sehat) melalui constitutional complaint ke MK (Suasono et 

al., 2023; Holish & Maharani, 2023; Warjiyati et al., 2022; Wico et al., 

2021; Awanisa et al., 2021; Jumantoro et al., 2024; Dewi et al., 2022). 

Gagasan yang diajukan adalah perluasan kewenangan MK agar warga 

dapat menggugat pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan 

negara/pejabat publik, bukan dirumuskan khusus terhadap kegagalan 

perusahaan swasta memenuhi standar K3 (Adnyani et al., 2024; 

Warjiyati et al., 2022; Wico et al., 2021; Lailam et al., 2022; Sakinah & 

Wijayanti, 2024; Dewi et al., 2022). 

Dengan demikian, secara doctrinal hak atas lingkungan sehat 

(termasuk lingkungan kerja yang aman) diakui sebagai hak 

konstitusional (Yusa & Hermanto, 2018; Sodikin, 2021; Mahardika, 

2021; Prakoso, 2014). Pelanggaran K3 oleh perusahaan saat ini 

diproses melalui rezim hukum biasa (ketenagakerjaan, K3, 

lingkungan), bukan constitutional complaint (Mamonto, 2021; C, 2021; 

Hermansyah, 2023). Gagasan constitutional complaint yang dibahas 

justru menitikberatkan pada tanggung jawab dan kelalaian 

negara/pejabat publik dalam melindungi hak tersebut (Adnyani et al., 



Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

120 Vegitya Ramadhani Putri 

2024; Warjiyati et al., 2022; Wico et al., 2021; Awanisa et al., 2021; 

Mahardika, 2021; Dewi et al., 2022). 

Secara konseptual, pelanggaran standar K3 dapat dipandang 

mereduksi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga 

berkaitan dengan hak konstitusional. Namun, berdasarkan penelitian 

yang ada, mekanisme constitutional complaint belum tersedia dalam 

sistem Indonesia, dan rancangan kewenangannya difokuskan pada 

tindakan pejabat publik, bukan langsung pada perusahaan. Saat ini, 

kegagalan perusahaan memenuhi standar K3 tidak dapat secara 

formal digugat ke Mahkamah Konstitusi melalui constitutional 

complaint, melainkan melalui instrumen hukum administratif, 

perdata, pidana, ketenagakerjaan, dan lingkungan yang sudah ada. 

Ratifikasi Konvensi ILO No. 155 tentang Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) menuntut negara menjamin perlindungan 

kerja yang tinggi. Di sisi lain, politik hukum Indonesia melalui UU Cipta 

Kerja dan omnibus law cenderung mendorong deregulasi untuk 

meningkatkan fleksibilitas investasi. Pertanyaannya menjadi: 

bagaimana keduanya disinkronkan agar perlindungan pekerja tidak 

dikorbankan? UU Cipta Kerja lahir untuk menyederhanakan “obesitas 

regulasi” dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif 

melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan (Pardede, 2023; 

Alfiqri et al., 2025; Kristianti, 2021). Deregulasi banyak diarahkan 

pada kemudahan berusaha, efisiensi perizinan, dan pengurangan 

tumpang tindih regulasi, namun memunculkan kekhawatiran 

terganggunya perlindungan hak-hak pekerja akibat deregulasi 

tersebut (Alfiqri et al., 2025; Pardede, 2023; Rozikin & Muhyiddin, 

2025; Rafifah et al., 2025). Politik hukum investasi cenderung berat ke 

kepentingan modal; prinsip kebersamaan dan keadilan sosial berisiko 

bergeser menjadi tujuan jangka panjang, bukan prioritas langsung 

(Kristianti, 2021). 

 

Tabel 7.1: Dampak pada Perlindungan K3 dan Hak Pekerja 

Aspek 
Tren dalam Politik 

Deregulasi 
Implikasi bagi K3 & hak 

pekerja 
Hubungan 
kerja non-
standar 

Kontrak, outsourcing, 
fleksibilitas tinggi (Rozikin 
& Muhyiddin, 2025; 

Ketidakpastian upah, 
jaminan sosial & K3 
melemah (Rozikin & 



Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

135 Vegitya Ramadhani Putri 

Daftar Pustaka 

Adnyani, N., Landrawan, I., & Agustini, D. (2024). Regulating 

Constitutional complaint Cases Is The Authority Of The 

Constitutional Court. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. 

https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.66414 

Ahmad, H., Anwar, M., & Kamba, I. (2022). Relationship of Knowledge 

and Attitude with The Implementation of Occupational Safety and 

Health Management Systems. Jurnal Perilaku Kesehatan Terpadu. 

https://doi.org/10.61963/jpkt.v1i1.10 

Alfiqri, K., Rathana, I., Jusuf, D., & Ruslina, E. (2025). Harmonisasi 

Regulasi : Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi dan 

Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. 

Siyasah. https://doi.org/10.32332/xe754d38 

Anatiychuk, V. (2025). The right to fair working conditions and social 

protection for workers of digital labor platforms through the prism 

of international legal standards. Analytical and Comparative 

Jurisprudence. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.49 

Arifin, A., & Pratama, R. (2025). Pelindungan Hukum Terhadap 

Penerapan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada 

Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda. Indonesian Journal of 

Criminal Law and Criminology (IJCLC). 

https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.24325 

Aruan, T., Aviantara, I., & Sucipta, I. (2019). Pengaruh Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus : PT. 

Bali Maya Permai Food Canning Industry). Jurnal BETA (Biosistem 

dan Teknik Pertanian). 

https://doi.org/10.24843/jbeta.2020.v08.i02.p12 

Atroszko, P., Demetrovics, Z., & Griffiths, M. (2020). Work Addiction, 

Obsessive-Compulsive Personality Disorder, Burn-Out, and Global 

Burden of Disease: Implications from the ICD-11. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 17. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17020660 

Au-Yeung, T., Chan, C., Ming, C., & Tsui, W. (2024). The gig economy, 

platform work, and social policy: food delivery workers’ 

https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.66414
https://doi.org/10.61963/jpkt.v1i1.10
https://doi.org/10.32332/xe754d38
https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.49
https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.24325
https://doi.org/10.24843/jbeta.2020.v08.i02.p12
https://doi.org/10.3390/ijerph17020660


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

136 Vegitya Ramadhani Putri 

occupational welfare dilemma in Hong Kong. Journal of Social 

Policy. https://doi.org/10.1017/s0047279423000673 

Awanisa, A., Yusdianto, Y., & Khoiriah, S. (2021). The Position of 

Constitutional complaint in the Constitutional Court of the Republic 

of Indonesia. , 2, 61-78. https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308 

Ayunita, D., Kurniawan, B., & Widjasena, B. (2021). Analisis 

Ketidaksesuaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) di Isntitusi Pendidikan X Berdasarkan 

Hasil Audit SMK3. Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat. 

https://doi.org/10.14710/jrkm.2021.11920 

Bagus, A., Pratama, P., Nugroho, G., Frans, M., Kristen, U., & Wacana, S. 

(2024). Angka Kecelakaan Kerja Naik Peningkatan Dalam 8 Tahun 

Terakhir : Pengimplementasian Program Zero accident Award. The 

Juris. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1198 

Bérastégui, P., & Garben, S. (2021). The platform economy at the 

forefront of a changing world of work: Implications for 

occupational health and safety. A Modern Guide To Labour and the 

Platform Economy. 

https://doi.org/10.4337/9781788975100.00015 

Berkowitz, M. (1979). Occupational Safety and Health. The Annals of 

the American Academy of Political and Social Science, 443, 41 - 53. 

https://doi.org/10.1177/000271627944300105 

Bukhtiyarov, I., Denisov, E., Lagutina, G., Pfaf, V., Chesalin, P., & 

Stepanyan, I. (2018). Kriteria dan algoritma untuk membangun 

hubungan antara gangguan kesehatan dan pekerjaan. **, 4-12. 

https://doi.org/10.31089/1026-9428-2018-8-4-12 

Burger, E. (1989). Restructuring Workers' Compensation to Prevent 

Occupational Disease. Annals of the New York Academy of Sciences, 

572. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1989.tb13615.x 

Büyüksagis, E., & Boom, W. (2013). Strict liability in Contemporary 

European Codification: Torn between Objects, Activities, and Their 

Risks. Georgetown Journal of International Law, 44, 609-640. 

Cefaliello, A., Moore, P., & Donoghue, R. (2023). Making algorithmic 

https://doi.org/10.1017/s0047279423000673
https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308
https://doi.org/10.14710/jrkm.2021.11920
https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1198
https://doi.org/10.4337/9781788975100.00015
https://doi.org/10.1177/000271627944300105
https://doi.org/10.31089/1026-9428-2018-8-4-12
https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1989.tb13615.x


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

137 Vegitya Ramadhani Putri 

management safe and healthy for workers: Addressing 

psychosocial risks in new legal provisions. European Labour Law 

Journal, 14, 192 - 210. 

https://doi.org/10.1177/20319525231167476 

Cheng, Y., Cheng, W., Lin, R., Wang, Y., & Ko, J. (2024). Associations 

Between Labor Control Through Digital Platforms and Workers' 

Mental Wellbeing: A Survey of Location-based Platform Workers in 

Taiwan. Safety and Health at Work, 15, 419 - 426. 

https://doi.org/10.1016/j.shaw.2024.08.003 

Cvetković, M. (2025). BLACK BOX AS A JUSTIFICATION FOR STRICT 

LIABILITY FOR AI-RELATED DAMAGE. TEME. 

https://doi.org/10.22190/teme241108019c 

Deru, K., Eijileen, B., & Kusuma, K. (2025). Legal Accountability in the 

Lapindo Mudflow Case: Assessing Liability Between Strict liability 

and Fault-Based Responsibility. Law Review. 

https://doi.org/10.19166/lr.v24i1.9753 

Detasa, M., & Effendy, D. (2023). Tanggung Jawab Perusahaan 

Terhadap Keselamatan Kerja pada Pekerjaan Beresiko Tinggi di PT 

X Langkat Sumatera Utara, Dihubungkan dengan Undang-Undang 

No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Bandung Conference 

Series: Law Studies. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5037 

Dewi, D., Nugraha, X., & Laurentius, M. (2022). The Authority Of The 

Constitutional Court In Handling Constitutional complaints: A 

Comparative Study With Germany And South Korea. Constitutional 

Law Society. https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.28 

Dong, J., Zhang, G., & Wu, L. (2025). Life against algorithmic 

management: a study on burnout and its influencing factors among 

food delivery riders. Frontiers in Public Health, 13. 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1531541 

Garben, S. (2019). The regulatory challenge of occupational safety and 

health in the online platform economy. International Social Security 

Review. https://doi.org/10.1111/issr.12215 

Garben, S. (2021). The regulation of platform work in the European 

https://doi.org/10.1177/20319525231167476
https://doi.org/10.1016/j.shaw.2024.08.003
https://doi.org/10.22190/teme241108019c
https://doi.org/10.19166/lr.v24i1.9753
https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5037
https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.28
https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1531541
https://doi.org/10.1111/issr.12215


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

138 Vegitya Ramadhani Putri 

Union: Mapping the challenges. A Modern Guide To Labour and the 

Platform Economy. 

https://doi.org/10.4337/9781788975100.00019 

Ghozy C, R. (2021). Pertimbangan Judex Juris Yang Mengabulkan 

Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung 

No. 2733 K/PID.SUS-LH/2016). Verstek. 

https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50003 

Glavin, P., & Schieman, S. (2022). Dependency and Hardship in the Gig 

Economy: The Mental Health Consequences of Platform Work. 

Socius, 8. https://doi.org/10.1177/23780231221082414 

Guillemin, M. (2021). New Avenues for Prevention of Work-Related 

Diseases Linked to Psychosocial Risks. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 18. 

https://doi.org/10.3390/ijerph182111354 

Hardiani, Y., & Wahyoeno, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap 

Pengurus Serikat Pekerja Atas Tindakan Pelanggaran Perjanjian 

Kerja Bersama Oleh Perusahaan. Bureaucracy Journal : Indonesia 

Journal of Law and Social-Political Governance. 

https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.150 

Harjoyo, H., Dewi, D., & Sugiyarto, S. (2021). Effect of the 

Implementation of Occupational Safety and Health (K3) Policy and 

the Establishment of the Occupational Safety and Health Committee 

(P2K3) on the Level of Occupational Safety and Health of 

Employees of PT Yuasa Battery Indonesia, Tangerang. Proceedings 

of the 1st International Conference on Economics Engineering and 

Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia. 

https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302977 

He, M., Lin, M., & Cheng, Y. (2025). Mental health status and its 

associations with psychosocial working conditions among platform 

delivery workers in China: comparative analyses of migrant status.. 

Industrial health. https://doi.org/10.2486/indhealth.2025-0075 

Hermansyah, F. (2023). Kewajiban Perusahaan Dalam Menjamin Hak 

Aman Para Pekerja: Pandangan Tentang Keselamatan Dan 

https://doi.org/10.4337/9781788975100.00019
https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50003
https://doi.org/10.1177/23780231221082414
https://doi.org/10.3390/ijerph182111354
https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.150
https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302977
https://doi.org/10.2486/indhealth.2025-0075


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

139 Vegitya Ramadhani Putri 

Kesehatan Kerja (K3). ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan 

Humaniora. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.497 

Hnidovskyi, M., Sergienko, M., & Lukianchykov, B. (2026). Legal 

liability for artificial intelligence actions: challenges and regulatory 

prospects. Uzhhorod National University Herald. Series: Law. 

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.92.3.10 

Holish, A., & Maharani, A. (2023). Strengthening Constitutional 

complaint Authority: Enhancing Citizens' Constitutional Rights 

Protection in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform. 

https://doi.org/10.15294/jllr.v4i3.68129 

Jhang, W. (2011). Changes in labor regulations during economic crises: 

does deregulation favor health and safety?. Journal of preventive 

medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi, 44 1, 14-21. 

https://doi.org/10.3961/jpmph.2011.44.1.14 

Jhang, W. (2018). The Vulnerability of Occupational Health and Safety 

to Deregulation: The Weakening of Information Regulations during 

the Economic Crisis in Korea. NEW SOLUTIONS: A Journal of 

Environmental and Occupational Health Policy, 28, 151 - 168. 

https://doi.org/10.1177/1048291117743781 

Jumantoro, T., Albanna, S., Antikowati, A., & Wada, I. (2024). 

Constitutional Question dan Constitutional complaint: 

Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak 

Konstitusional Warga Negara. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan 

Humaniora (E-ISSN 2745-4584). 

https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5030 

Kaparang, G., Padaunan, E., & Lumanauw, G. (2023). Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Security 

Management Pada PT. X Manado. Nutrix Journal. 

https://doi.org/10.37771/nj.v7i2.930 

Kristianti, D. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik 

Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat. 

PAMALI: Pattimura Magister Law Review. 

https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619 

https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.497
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.92.3.10
https://doi.org/10.15294/jllr.v4i3.68129
https://doi.org/10.3961/jpmph.2011.44.1.14
https://doi.org/10.1177/1048291117743781
https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5030
https://doi.org/10.37771/nj.v7i2.930
https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

140 Vegitya Ramadhani Putri 

Lailam, T., Anggia, P., & Irwansyah, I. (2022). The Proposal of 

Constitutional complaint for the Indonesian Constitutional Court. 

Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1939 

Laskaris, Z., Hussein, M., Stimpson, J., Vignola, E., Shahn, Z., Cohen, N., 

& Baron, S. (2024). A Price Too High: Injury and Assault among 

Delivery Gig Workers in New York City. Journal of Urban Health : 

Bulletin of the New York Academy of Medicine, 101, 439 - 450. 

https://doi.org/10.1007/s11524-024-00873-9 

Liu, Y., Cheng, Y., Tsai, P., Yang, Y., Li, Y., & Cheng, W. (2025). 

Psychosocial work conditions and health status of digital platform 

workers in Taiwan: A mixed method study. Safety Science. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106722 

Lousia, C., Zubaedah, R., Kunci, K., Perempuan, P., & Gender, P. (2025). 

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 

Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan 

Gender. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM). 

https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.456 

Mahardika, A. (2021). Implikasi Omnibus law Terhadap Hak 

Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat. , 18, 195-218. 

https://doi.org/10.31078/jk1819 

Mamonto, M. (2021). Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab 

Perusahaan Sebagai Ikhtiar Pemenuhan Hak Atas Lingkungan 

Hidup. PLENO JURE. 

https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.530 

Manajemen, J., Bisnis, E., & Elaudy, M. (2024). Analisis Penerapan 

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

Dalam Terciptanya Lingkungan Kerja (Studi kasus pada PT.PLN 

(persero) UPT Madiun ULTG Kediri). Jimbien : Jurnal Mahasiswa 

Manajemen, Bisnis, Entrepreneurship. 

https://doi.org/10.36563/jimbien.v2i2.1185 

Mangan, D., Muszyński, K., & Pulignano, V. (2023). The platform 

discount: Addressing unpaid work as a structural feature of labour 

platforms. European Labour Law Journal, 14, 541 - 569. 

https://doi.org/10.1177/20319525231210550 

https://doi.org/10.31078/jk1939
https://doi.org/10.1007/s11524-024-00873-9
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106722
https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.456
https://doi.org/10.31078/jk1819
https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.530
https://doi.org/10.36563/jimbien.v2i2.1185
https://doi.org/10.1177/20319525231210550


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

141 Vegitya Ramadhani Putri 

Margerison, C., Joachim, G., Michling, T., & Johnson, C. (2025). Platform-

Mediated Gig Work and Health: A Scoping Review. American Journal 

of Industrial Medicine, 68, 729 - 739. 

https://doi.org/10.1002/ajim.70007 

Matilla-Santander, N., Lundh, F., Kvart, S., Baron, S., Bodin, T., Gevaert, 

J., Håkansta, C., Hernando, J., Muntaner, C., & Kreshpaj, B. (2025). 

What is known about the health of location-based and online web-

based digital labour platform workers? A scoping review of the 

literature. BMC Public Health, 25. https://doi.org/10.1186/s12889-

025-23916-5 

Meilasari, N. (2008). Studi Perbandingan Angka Kecelakaan Kerja 

Tahun 2004-2007 Selama Progrram Annual Zero accident Di 

Sebuah Perusahaan Panel Listrik.. **. 

Naldo, R., & Purba, M. (2019). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi 

sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan 

Lingkungan HidupPertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab 

Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan 

Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 

https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.2193 

Ncube, F., & Kanda, A. (2018). Current Status and the Future of 

Occupational Safety and Health Legislation in Low- and Middle-

Income Countries. Safety and Health at Work, 9, 365 - 371. 

https://doi.org/10.1016/j.shaw.2018.01.007 

Nell, M., & Richter, A. (2001). The design of liability rules for highly 

risky activities: Is strict liability the better solution?. **. 

Nell, M., & Richter, A. (2003). The design of liability rules for highly 

risky activities—Is strict liability superior when risk allocation 

matters?. International Review of Law and Economics, 23, 31-47. 

https://doi.org/10.1016/s0144-8188(03)00012-7 

Nilsen, M., & Kongsvik, T. (2023). Health, Safety, and Well-Being in 

Platform-Mediated Work – A Job Demands and Resources 

Perspective. Safety Science. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106130 

https://doi.org/10.1002/ajim.70007
https://doi.org/10.1186/s12889-025-23916-5
https://doi.org/10.1186/s12889-025-23916-5
https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.2193
https://doi.org/10.1016/j.shaw.2018.01.007
https://doi.org/10.1016/s0144-8188(03)00012-7
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106130


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

142 Vegitya Ramadhani Putri 

Nilsson, K., Bodin, T., Strauss, P., Matilla-Santander, N., Badarin, K., 

Brulin, E., & Håkansta, C. (2025). Algorithmic management is 

associated with psychological distress, musculoskeletal pain, and 

occupational accidents: a cross-sectional study in logistics. 

International Archives of Occupational and Environmental Health, 

98, 929 - 942. https://doi.org/10.1007/s00420-025-02180-5 

Nilsson, K., Matilla-Santander, N., Lee, M., Brulin, E., Bodin, T., & 

Håkansta, C. (2025). Algorithmic management and occupational 

health: A comparative case study of organizational practices in 

logistics. Safety Science. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2025.106863 

Nopianti, W., Santoso, I., & Abas, M. (2024). Pemenuhan Hak Pesangon 

Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Kepailitan 

Perusahaan Perspektif Pancasila. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. 

https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4061 

Panchenko, O. (2023). Compensation for moral damage to the 

employee caused by a workplace accident or an occupational 

disease (example of Turkey). ScienceRise: Juridical Science. 

https://doi.org/10.15587/2523-4153.2023.276373 

Pardede, M. (2023). Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi 

Dalam Sistem Hukum Sipildalam Perspektif Jaminan Kepastian 

Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya 

Saing dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal). Jurnal 

Penelitian Hukum De Jure. 

https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244 

Parker, L., & Narayanan, V. (2022). Readdressing accountability for 

occupational health and safety in a pandemic era. Meditari 

Accountancy Research. https://doi.org/10.1108/medar-06-2021-

1350 

Prakoso, L. (2014). Green Constitution Indonesia (Diskursus 

Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan). , 3, 127-136. 

https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.127-136 

Rafifah, J., Angelina, R., Jumhana, E., Fatima, N., & , W. (2025). 

Implementasi Dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-

https://doi.org/10.1007/s00420-025-02180-5
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2025.106863
https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4061
https://doi.org/10.15587/2523-4153.2023.276373
https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244
https://doi.org/10.1108/medar-06-2021-1350
https://doi.org/10.1108/medar-06-2021-1350
https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.127-136


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

143 Vegitya Ramadhani Putri 

Hak Pekerja Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. Konsensus : Jurnal 

Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 

https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.626 

Ramírez, M. (2020). Jaminan sosial dalam reformasi perburuhan: 

promosi informalitas dan disartikulasi hak akses ke keadilan. Jurnal 

Hukum Sosial Amerika Latin, 1, 175-199. 

https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2020.37.14867 

Ritonga, J., , S., Leviza, J., & Harianto, D. (2022). Pertanggungjawaban 

Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan 

Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan 

Hidup. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. 

https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32 

Rozikin, I., & Muhyiddin, M. (2025). Transformasi Pasar Kerja di 

Indonesia: Studi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. 

Journal of Social Movements. 

https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.34 

Sahranafa, K., & Kriswibowo, A. (2024). Peran Pemerintah Dalam 

Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (K3) Kepada Para Pekerja di 

Lingkungan Tempat Kerja. VISA: Journal of Vision and Ideas. 

https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.1615 

Sakinah, A., & Wijayanti, S. (2024). Urgensi Kewenangan Constitutional 

complaint dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional. Media of Law 

and Sharia. https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.196 

Salsabila, A., Jumhana, E., & Hanifa, A. (2025). Reformasi Hukum 

Ketenagakerjaan: Menuju Kesejahteraan Pekerja. Konsensus : Jurnal 

Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 

https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.604 

Salvagni, J., Veronese, M., & Figaro, R. (2025). Digital platforms: the 

contemporary picture of exploration at work and the challenges to 

workers’ health. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 

https://doi.org/10.1590/2317-

6369/23322en2025v50edsmsubj7 

https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.626
https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2020.37.14867
https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32
https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.34
https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.1615
https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.196
https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.604
https://doi.org/10.1590/2317-6369/23322en2025v50edsmsubj7
https://doi.org/10.1590/2317-6369/23322en2025v50edsmsubj7


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

144 Vegitya Ramadhani Putri 

Saptadi, J., & Arianto, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Dan Komitmen 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT. Pembangunan 

Perumahan (PP) Proyek Pembangunan Kampus 4 Universitas 

Ahmad Dahlan, Yogyakarta. , 7. 

https://doi.org/10.20527/jpkmi.v7i2.11263 

Saputra, S., Makomulamin, M., & Hayana, H. (2022). Hubungan Antara 

Faktor Pekerja Dan Pekerjaan Dengan Work Accident Di Bagian 

Station Press Pks PT. Hasil Karya Bumi Sejati Kabupaten Rokan 

Hilir Tahun 2020. Media Kesmas (Public Health Media). 

https://doi.org/10.25311/kesmas.vol1.iss3.143 

Sauter, S., Murphy, L., & Hurrell, J. (1990). Prevention of work-related 

psychological disorders. A national strategy proposed by the 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).. The 

American psychologist, 45 10, 1146-58. 

https://doi.org/10.1037//0003-066x.45.10.1146 

Schor, J., Tirrell, C., & Vallas, S. (2023). Consent and Contestation: How 

Platform Workers Reckon with the Risks of Gig Labor. Work, 

Employment and Society, 38, 1423 - 1444. 

https://doi.org/10.1177/09500170231199404 

Sodikin, S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik 

Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan 

Pemenuhannya. , 3, 106-125. 

https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207 

Solicha, F., & Wijayanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja Atas Alat Pelindung Diri. Wijayakusuma Law Review. 

https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.125 

Suasono, E., Saptomo, P., & Aprilsesa, T. (2023). Constitutional 

complaints As Extraordinary Legal Remedies Against Violations Of 

Citizens Constitutional Rights. Pranata Hukum. 

https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i2.322 

Sudarmaji. (2023). Penyelesaian Hukum Pekerja Berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Hukum 

Ketenagakerjaan. Perspektif. 

https://doi.org/10.20527/jpkmi.v7i2.11263
https://doi.org/10.25311/kesmas.vol1.iss3.143
https://doi.org/10.1037/0003-066x.45.10.1146
https://doi.org/10.1177/09500170231199404
https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207
https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.125
https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i2.322


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

145 Vegitya Ramadhani Putri 

https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.847 

Sulistyawati, S., Wahyuni, I., & Lestantyo, D. (2018). Analisis Faktor 

Penyebab Kecelakaan Dalam Hubungan Kerja Pt X Berdasarkan 

Teori Loss Causation Model (Studi Kasus Pada Karyawan Bagian 

Warehouse). , 6, 635-642. 

Sun, G. (2023). Quantitative Analysis of Online Labor Platforms’ 

Algorithmic Management Influence on Psychological Health of 

Workers. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 20. https://doi.org/10.3390/ijerph20054519 

Takala, J., Hämäläinen, P., Sauni, R., Nygård, C., Gagliardi, D., & 

Neupane, S. (2023). Global-, regional- and country-level estimates 

of the work-related burden of diseases and accidents in 2019. 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 50, 73 - 82. 

https://doi.org/10.5271/sjweh.4132 

Taylor, K., Van Dijk, P., Newnam, S., & Sheppard, D. (2023). Physical 

and psychological hazards in the gig economy system: A systematic 

review. Safety Science. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106234 

Tombs, S., & Whyte, D. (2009). A Deadly Consensus Worker Safety and 

Regulatory Degradation under New Labour. British Journal of 

Criminology, 50, 46-65. https://doi.org/10.1093/bjc/azp063 

Tran, M., & Sokas, R. (2017). The Gig Economy and Contingent Work: 

An Occupational Health Assessment. Journal of Occupational and 

Environmental Medicine, 59, e63 - e66. 

https://doi.org/10.1097/jom.0000000000000977 

Truby, J., Brown, R., Ibrahim, I., & Parellada, O. (2021). A Sandbox 

Approach to Regulating High-Risk Artificial Intelligence 

Applications. European Journal of Risk Regulation, 13, 270 - 294. 

https://doi.org/10.1017/err.2021.52 

Tubaro, P., & Casilli, A. (2022). Who Bears the Burden of a Pandemic? 

COVID-19 and the Transfer of Risk to Digital Platform Workers. 

American Behavioral Scientist, 68, 961 - 982. 

https://doi.org/10.1177/00027642211066027 

https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.847
https://doi.org/10.3390/ijerph20054519
https://doi.org/10.5271/sjweh.4132
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106234
https://doi.org/10.1093/bjc/azp063
https://doi.org/10.1097/jom.0000000000000977
https://doi.org/10.1017/err.2021.52
https://doi.org/10.1177/00027642211066027


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

146 Vegitya Ramadhani Putri 

Umroh, A. (2020). Hubungan Penerapan Program 5r/5s Dengan 

Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi PT. PP-WIKA 

GEDUNG, KSO Proyek Bandara X Kalimantan Tahun 2019. **. 

Underhill, E., & Quinlan, M. (2024). The Struggle to Regulate 

Precarious Work Arrangements to Minimize Their Adverse Effects 

on Health and Safety in Australia. International Journal of Social 

Determinants of Health and Health Services, 54, 87 - 94. 

https://doi.org/10.1177/27551938241234753 

Unu, M., Kawatu, P., & Kaunang, W. (2025). Gambaran Pelaksanaan 

Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bidang 

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Utara. Empiricism Journal. 

https://doi.org/10.36312/zzmryx62 

Viciyandrie, V., Erislan, E., & Ramli, S. (2023). Hubungan Upaya 

Pencegahan dan Penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dengan 

Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Indonesia di Departemen 

Operasional Perusahaan Gas Qatar. Malahayati Nursing Journal. 

https://doi.org/10.33024/mnj.v5i11.12112 

Vignola, E., Baron, S., Plasencia, E., Hussein, M., & Cohen, N. (2023). 

Workers’ Health under Algorithmic Management: Emerging 

Findings and Urgent Research Questions. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 20. 

https://doi.org/10.3390/ijerph20021239 

Wahyuni, M. (2025). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) untuk Menghindari Resiko Kecelakaan 

Kerja di PT.PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Palm Oil 

Mill. Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang 

dan Teknik Sipil. https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i2.765 

Warjiyati, S., Ibrahim, K., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint 

Authority for Constitutional complaint by Indonesiaâ€™s 

Constitutional Court. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. 

https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1070 

Watterson, A., & Beck, M. (2025). Continuity or Change: Occupational 

Health Policies of Key Organizations in Great Britain After the Major 

https://doi.org/10.1177/27551938241234753
https://doi.org/10.36312/zzmryx62
https://doi.org/10.33024/mnj.v5i11.12112
https://doi.org/10.3390/ijerph20021239
https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i2.765
https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1070


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

147 Vegitya Ramadhani Putri 

COVID Waves 2020-2022. New Solutions, 35, 361 - 370. 

https://doi.org/10.1177/10482911251391853 

Westerholm, P., Nilstun, T., Øvretveit, J. (2020). Recognition of work-

related diseases. Practical Ethics in Occupational Health. 

https://doi.org/10.1201/9781315385259-24 

Wico, S., Michael, M., Sunarto, P., & Anastasia, A. (2021). Constitutional 

complaint in Indonesia Through the Lens of Legal Certainty. , 2, 57. 

https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449 

Yoon, J. (2024). SPL02 Platform Workers: Social Inequity In 

Occupational Safety And Health. Occupational Medicine. 

https://doi.org/10.1093/occmed/kqae023.0013 

Yusa, I., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di 

Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan 

Hidup Berkelanjutan. Jurnal Konstitusi. 

https://doi.org/10.31078/jk1524 

Zou, M. (2016). Falling Through the Legal Cracks: The Fragmentation 

of China's Occupational Safety and Health Regime. **. 

Zulkifly, S., & Ranjan, M. (2024). Penguatkuasaan Pematuhan 

Perundangan Berkaitan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di 

Sektor Pembinaan (Enforcement of Occupational Safety and Health 

related Legal’s Compliances in Construction Sector). UUM Journal of 

Legal Studies. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1177/10482911251391853
https://doi.org/10.1201/9781315385259-24
https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449
https://doi.org/10.1093/occmed/kqae023.0013
https://doi.org/10.31078/jk1524
https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.15


Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri 

 

148 Vegitya Ramadhani Putri 

PROFIL PENULIS  

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, 

MA, LLM.  

Sejak tahun 2006, saya mengabdi sebagai 

dosen di Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, khususnya pada Departemen 

Hukum Tata Negara. Latar belakang 

pendidikan saya berasal dari berbagai 

bidang keilmuan yang saling melengkapi 

dan memperkaya cara pandang saya dalam 

mengajar dan berkarya. 

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya 

(S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk 

jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui 

program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, 

Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) 

dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, 

antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, 

Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum 

Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi 

professional yang saya miliki diantaranya Certified Legislative Drafter 

(CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang 

diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang 

dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP. 

 

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id 

 



Outsourcing (Alih Daya) Dalam Perspektif Regulasi Terbaru 

 

149 Yeni Oktafia 

 

 

 

 

 

 
 

 

BAB 8  
OUTSOURCING (ALIH 

DAYA) DALAM 
PERSPEKTIF REGULASI 

TERBARU  
 

 

 

 

Yeni Oktafia, S,H., M.Kn 

Universitas Brawijaya 

 

 

 

 



Outsourcing (Alih Daya) Dalam Perspektif Regulasi Terbaru 

 

150 Yeni Oktafia 

Pengertian dan Konsep Outsourcing  

Pengaturan mengenai pekerja alih daya (untuk selanjutnya akan 

disebut “outsourcing”) dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia 

mengalami perkembangan signifikan yang dahulu diatur dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya akan disebut "UUK"), kemudian setelah 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, secara resmi telah dicabut dan digantikan dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengalami perubahan yang 

signifikan (untuk selanjutnya akan disebut “Undang-undang Cipta 

Kerja”). 

Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 64 sampai dengan 

Pasal 66, yang memberikan kerangka hukum bagi praktik penyerahan 

sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Dalam konteks ini, 

outsourcing dipahami sebagai mekanisme di mana perusahaan 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lain melalui suatu perjanjian kerja sama yang sah secara hukum. 

Secara normatif, penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain 

harus dilakukan melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara 

tertulis, sebagaimana amanah dari Pasal 64 ayat (1) Undang-undang 

Ketenagakerjaan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepastian 

hukum dan akuntabilitas dalam hubungan bisnis antarperusahaan. 

Selain itu, Undang-undang Cipta Kerja juga memberikan ruang bagi 

pemerintah untuk menetapkan jenis pekerjaan yang dapat 

dialihdayakan. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara 

untuk tetap mengendalikan praktik outsourcing agar tidak merugikan 

kepentingan pekerja, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi dunia 

usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah sebagai regulasi turunan. 

Dalam praktiknya, outsourcing dapat dilakukan dalam dua bentuk 

utama, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa 

pekerja/buruh. Kedua bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda, 

namun sama-sama menempatkan perusahaan alih daya sebagai pihak 
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yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pekerja. Dengan 

demikian, hubungan kerja yang timbul bukan antara pekerja dengan 

perusahaan pemberi kerja (selanjutnya akan disebut “user”), 

melainkan antara pekerja dengan perusahaan alih daya itu sendiri. 

Hubungan kerja tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kerja 

tertulis, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk 

selanjutnya akan disebut “PKWT”) maupun Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu (untuk selanjutnya akan disebut “PKWTT”), 

sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan pula tak dapat 

disimpangi pada ketentuan pasal 66 Undang-undang Cipta Kerja. 

Lebih lanjut, tanggung jawab perusahaan alih daya mencakup 

berbagai aspek perlindungan pekerja, termasuk pembayaran upah, 

pemberian kesejahteraan, pemenuhan syarat kerja, serta 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini menegaskan 

bahwa perusahaan alih daya tidak hanya berfungsi sebagai perantara 

administratif, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab 

penuh terhadap keberlangsungan hubungan kerja dan perlindungan 

hak-hak pekerja. 

Dalam rangka menjamin perlindungan pekerja, Undang-Undang 

Cipta Kerja menegaskan bahwa pekerja alih daya tetap berhak atas 

upah, jaminan sosial, dan perlindungan kerja sebagaimana pekerja 

pada umumnya. Bahkan, dalam hal hubungan kerja didasarkan pada 

PKWT, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya pengalihan 

perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih 

daya. Ketentuan ini penting untuk mencegah terjadinya penghilangan 

hak pekerja akibat perubahan penyedia jasa outsourcing, yang selama 

ini kerap menjadi persoalan dalam praktik. 

Di sisi lain, regulasi juga menetapkan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan alih daya. Perusahaan tersebut wajib 

berbentuk badan hukum dan memiliki perizinan berusaha yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Persyaratan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa perusahaan alih daya memiliki kapasitas hukum 

dan administratif yang memadai dalam menjalankan usahanya, serta 

dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran 

terhadap hak pekerja. 
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Secara keseluruhan, pengaturan outsourcing dalam Undang-

Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya untuk 

menyeimbangkan antara kebutuhan fleksibilitas dunia usaha dengan 

perlindungan terhadap pekerja. Meskipun memberikan ruang yang 

lebih luas bagi praktik alih daya, regulasi ini tetap menempatkan 

perlindungan hak pekerja sebagai prinsip fundamental yang tidak 

dapat diabaikan. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan ini sangat 

bergantung pada implementasi di lapangan serta pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

 

Perkembangan Pengaturan Outsourcing dalam Perspektif 

Regulasi Terbaru  

1. Pergeseran Paradigma Pengaturan Outsourcing 

Perkembangan pengaturan alih daya di Indonesia menunjukkan 

adanya pergeseran paradigma hukum ketenagakerjaan yang cukup 

mendasar. Pada rezim sebelumnya, sebagaimana diatur dalam 

UUK, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat restriktif. 

Outsourcing dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu yang 

bersifat penunjang (non-core business), dengan tujuan utama 

memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja agar tidak 

terjebak dalam praktik fleksibilisasi yang berlebihan. 

Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum 

ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang 

harus dilindungi secara struktural. Negara hadir melalui regulasi 

untuk membatasi ruang gerak pengusaha dalam menggunakan 

mekanisme outsourcing, sehingga tidak semua pekerjaan dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga. 

Namun demikian, sejak lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, 

arah kebijakan hukum ketenagakerjaan mengalami perubahan 

yang signifikan. Regulasi ini memperkenalkan pendekatan yang 

lebih fleksibel, dengan menitikberatkan pada penciptaan iklim 

investasi yang kondusif dan peningkatan daya saing ekonomi 

nasional. Dalam kerangka ini, outsourcing tidak lagi dipandang 

sebagai praktik yang harus dibatasi secara ketat, melainkan 

sebagai instrumen manajemen tenaga kerja yang sah dan perlu 

difasilitasi. 
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Diskursus Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi ini diberikan kebebasan 

untuk menikmati berbagai ciptaan (makhluk lain) yang semuanya 

dalam keadaan baik dan tidak saling kontradiktif. Semuanya 

memberikan manfaat kepada manusia, dan manusia yang seringkali 

tidak memanfaatkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang seharusnya 

dijalankan menurut kehendak-Nya. Perbedaan jenis kelamin manusia 

merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sudah pasti mempunyai 

perbedaan-perbedaan mendasar, namun dalam kondisi tertentu 

terdapat kesamaan seperti dalam hal memperoleh peluang untuk 

bekerja, sepanjang aktifitas yang dilakukan tidak melanggar 

ketentuan syariat. 

 Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai penciptaan 

jenis kelamin manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

Meskipun dalam kondisi tertentu kedua jenis kelamin manusia sama 

dalam hal kedudukan sebagai hamba, keimanan, dan amal shaleh 

sesuai Quran Surat (QS) An-Nisa Ayat 124 dan Al-Hujurat  Ayat 13. 

Sedangkan berbagai perbedaan digambarkan dalam Quran Surat An-

Nisa Ayat 34 menunjukkan perbedaan peran dan tanggung jawab: 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. 

 Selanjutnya perbedaan biologis atau kodrati manusia 

digambarkan dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 36: “Maka tatkala 

isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, 

sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah 

lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki 
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tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai 

Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syaitan yang 

terkutuk". 

 Selanjutnya perbedaan derajat dalam tanggung jawab 

keluarga, Allah SWT memberikan petunjuk dalam Quran Surat Al-

Baqarah Ayat 228: “Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah 

menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika 

mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya 

berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 

menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi 

para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. 

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

 Di samping perbedaan-perbedaan yang dipertegas dalam 

beberapa ayat Quran tersebut di atas, terdapat beberapa ayat Quran 

yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yakni 

kesetaraan dalam beramal shaleh diuraikan dalam Quran Surat An-

Nisa Ayat 124: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka 

mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau 

sedikitpun”.  Begitu pula dalam Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Allah 

SWT menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah sama untuk jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan: “Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Selain ayat-ayat yang diuraikan di atas masih terdapat beberapa 

ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kesetaraan dan perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan sebagai  makhluk ciptaan Allah, 

misalnya QS. At-Taubah Ayat 71, QS. Al-Baqarah Ayat 35, QS. An-Nahl 

Ayat 97, QS. An-Nur Ayat 2 dan QS. Al-Maidah Ayat 38.  
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Perbedaan pandangan manusia dalam kehidupan sosial 

mengenai kedudukan perempuan menjadi hal yang menarik 

diperbincangkan oleh karena stigma itu menjadi bagian dari dalil 

agama yang jelas, meskipun seringkali marjinalisasi kaum perempuan 

cenderung disalahartikan sebagian orang termasuk dalam hal mencari 

nafkah yang seolah-olah hanya menjadi beban dan tanggung jawab 

laki-laki. Quran Surat An-Nisa Ayat 34 di atas memberikan beban bagi 

laki-laki untuk mencari nafkah untuk keluarga, dalam hal ini 

kedudukan perempuan diposisikan sebagai hanya membantu laki-laki 

mencari nafkah, artinya perempuan bukan yang bertugas dan 

bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga.  

Hal ini menjadi dasar bagi pihak yang memposisikan perempuan 

lebih rendah atau dianggap tidak begitu penting dalam hal bekerja 

untuk mencari nafkah. Meskipun menurut Penulis, apabila tenaga 

kerja yang digunakan tidak lagi melihat kedudukan perempuan 

sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, 

akan tetapi tergantung kepada majikan atau perusahaan yang 

memberikan peluang bagi pekerja perempuan untuk diterima sebagai 

tenaga kerja. Artinya majikan yang menentukan mengenai kebutuhan 

tenaga kerja yang akan digunakan, jika akses untuk perempuan 

karena memenuhi kualifikasi yang ditentukan sehingga mempunyai 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, maka tidak boleh lagi 

muncul diskriminasi mengenai hak-hak tenaga kerja yang digunakan.  

Hak untuk bekerja di Indonesia bagi jenis kelamin perempuan 

dalam konstitusi dijamin dan tidak ada pembatasan sehingga 

sepanjang harkat dan martabat perempuan untuk terlibat dalam suatu 

pekerjaan, maka ia seharusnya diberikan kesetaraan dengan 

pekerjaan yang dilakukan laki-laki termasuk hak-hak yang harus 

didapatkan misalnya gaji (wage). Hal itu didukung dengan berbagai 

perundang-undangan bidang ketenaga-kerjaan yang memberikan 

kewajiban dan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, 

kecuali hal-hal tertentu karena kodratnya sebagai perempuan, dan 

apabila hal itu dilanggar oleh majikan atau perusahaan, maka hal itu 

bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak normatif tenaga 

kerja dalam undang-undang atau peraturan lain memberikan 

kesetaraan mengenai kewajiban dan hak-hak bagi pekerja laki-laki 
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Pendahuluan  

Hubungan kerja secara normatif di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat dengan 

UU 13/2003) didefinisikan sebagai sebuah "Hubungan hukum yang 

lahir atas disepakatinya perjanjian kerja oleh pekerja dan pemberi 

kerja, di mana di dalamnya terdapat 3 unsur: pekerjaan, upah, dan 

perintah." Perjanjian kerja yang mendasari lahirnya sebuah hubungan 

kerja antara pekerja dengan pemberi kerja diatur secara khusus (Lex 

Specialis) dalam UU 13/2003 beserta aturan perubahan dan 

turunannya. Hakikatnya, perjanjian kerja tetaplah harus memenuhi 

syarat sah dan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata).  

Pasal 1 angka 14 UU 13/2003 menegaskan bahwa "Perjanjian 

kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pemberi 

kerja atau pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan 

kewajiban para pihak”. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa 

perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja 

memberikan konsekuensi hukum lahirnya hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak (pekerja dan pemberi kerja) dan harus dipatuhi 

oleh keduanya sebagaimana asas perjanjian "Pacta Sunt Sevanda". 

(Sinaga, 2017) 

Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya, terbagi atas 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT kerap dikenal sebagai dasar 

hubungan kerja untuk pekerja kontrak, yakni pekerja yang 

melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu, selesainya suatu 

pekerjaan, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang 

berkaitan dengan produk baru yang masih membutuhkan masa 

percobaan dalam kegiatan produksi. Sedangkan PKWTT adalah dasar 

hubungan kerja untuk pekerja tetap, yaitu pekerja permanen yang 

tidak dibatasi jangka waktu.  

"Perjanjian kerja berakhir bila: 

1. Pekerja meninggal dunia Perjanjian kerja akan berakhir jika 

pekerja meninggal dunia, namun perjanjian kerja tidak berakhir 

jika pengusaha meninggal dunia. 
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2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 

3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.” 

(Husni, 2014) 

 

Berikut perbedaan hak pekerja berdasarkan PKWT dengan 

PKWTT dalam hal kompensasi jika hubungan kerja berakhir: 

 

Tabel 10.1: Perbandingan Hak Pekerja PKWT dengan PKWTT 

No. Hak Pekerja PKWT  Hak Pekerja PKWTT 
1 Uang Kompensasi Uang Pesangon 
2 Ganti Rugi Uang Penghargaan Masa Kerja 

(UPMK) 
3 - Uang Pengganti Hak (UPH) 
4 - Uang Pisah (Jika pekerja 

mengundurkan diri sukarela) 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan 

 

Setelah memaparkan pengertian hubungan kerja dan perjanjian 

kerja, menjadi jelas bahwa kedudukan perjanjian kerja memiliki peran 

yang sangat fundamental dalam menentukan pemenuhan hak-hak 

normatif pekerja, khususnya ketika hubungan kerja berakhir. 

Penentuan apakah suatu perjanjian kerja berbentuk PKWT atau 

PKWTT bukan sekadar klasifikasi normatif saja, melainkan memiliki 

konsekuensi yuridis terhadap jenis dan besaran hak yang diterima 

pekerja jika terjadi PHK. Pekerja dengan status PKWTT pada 

umumnya memiliki cakupan hak yang lebih luas, seperti hak atas 

pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah (dalam kondisi hubungan kerja 

berakhir karena pekerja mengundurkan diri secara sukarela) 

sementara pekerja PKWT berfokus pada pemenuhan hak berupa uang 

kompensasi sesuai masa kerja serta ganti rugi jika PHK terjadi 

sebelum berakhirnya masa PKWT. 
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Pengaturan hak-hak pekerja yang timbul saat hubungan kerja 

berakhir diatur dalam UU 13/2003 sebagaimana telah diubah melalui 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) dan secara khusus 

diatur dalam PP 35/2021. Ketentuan upah yang digunakan dalam 

perhitungan hak-hak tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) 

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 49/2025).  

Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan belum memberikan definisi otentik secara eksplisit 

mengenai uang kompensasi, ganti rugi, UPMK, uang pisah, pesangon, 

dan UPH, pemahaman terhadap konsep tersebut tetap dapat dibangun 

melalui penelusuran praktik hubungan industrial serta kajian-kajian 

akademik yang telah berkembang, sehingga maknanya dapat 

ditafsirkan secara komprehensif baik dari perspektif normatif 

maupun empiris. 

Pertama, uang kompensasi, yakni sejumlah pembayaran yang 

wajib diberikan kepada pekerja PKWT ketika perjanjian kerja 

berakhir sesuai jangka waktunya. Pemberian uang kompensasi adalah 

wujud politik hukum ketenagakerjaan, yakni bentuk respon 

pemerintah atas tuntutan penghapusan PKWT oleh pekerja sejak lama 

(Priyanto, 2023). 

Kedua, ganti rugi, adalah kompensasi yang timbul akibat 

berakhirnya hubungan kerja sebelum masa kerja yang disepakati 

dalam PKWT oleh salah satu pihak. Kepada pihak yang mengakhiri 

hubungan kerja tersebut (pekerja atau pemberi kerja), maka wajib 

memberikan ganti rugi akumulasi upah hingga masa PKWT berakhir 

(Bangapadang et al, 2025). 

Ketiga, UPMK merupakan kompensasi yang diberikan kepada 

pekerja PKWTT sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas 

loyalitas pekerja selama menunaikan pekerjaannya dan dihitung 

berdasarkan masa kerja. 
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Pengertian Jaminan Sosial 

Pada dasarnya, jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu sistem 

perlindungan sosial yang dibentuk untuk menjamin agar pekerja 

beserta keluarganya tidak terpuruk ketika menghadapi berbagai 

risiko yang melekat dalam dunia kerja. Risiko tersebut mencakup 

kondisi sakit, kecelakaan kerja, kematian, pemutusan hubungan kerja, 

memasuki masa lanjut usia, hingga keadaan ketika seseorang tidak 

lagi mampu bekerja secara produktif akibat faktor usia maupun 

kecacatan (Madya 2024). Dari sudut pandang hukum, jaminan sosial 

dipahami sebagai bagian dari hak sosial dan ekonomi setiap warga 

negara. Sementara itu, dalam perspektif yang lebih humanis, jaminan 

sosial mencerminkan kehadiran negara dalam memastikan bahwa 

pekerja tidak ditinggalkan saat mengalami gangguan kesehatan, 

kehilangan sumber pendapatan, atau ketika keluarganya harus 

menghadapi hilangnya pencari nafkah utama (Hermawan et al. 2022). 

Landasan konstitusional penyelenggaraan jaminan sosial tenaga 

kerja dalam sistem hukum Indonesia memiliki pijakan yang kuat dan 

eksplisit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 memberikan pengakuan terhadap hak warga negara atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak atas 

jaminan sosial, serta kewajiban negara untuk mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Hennigusnia and Kurniawati 

2021). Dengan demikian, jaminan sosial tenaga kerja tidak dapat 

direduksi semata-mata sebagai urusan administratif kelembagaan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau hanya dipahami sebagai 

kewajiban pembayaran iuran secara periodik. Jaminan sosial tenaga 

kerja pada hakikatnya merupakan instrumen hukum negara 

kesejahteraan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

dasar bagi pekerja terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi yang 

timbul dalam hubungan kerja. Dalam perspektif hukum positif, 

konstruksi normatif penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja 

bertumpu terutama pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut 

menandai pergeseran paradigma pengaturan dari pendekatan 

bantuan sosial yang bersifat fragmentaris dan insidental menuju suatu 
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sistem perlindungan sosial yang terlembagakan, bersifat wajib, dan 

berbasis hak. Melalui kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional, negara 

menegaskan posisinya sebagai penanggung jawab utama dalam 

pembentukan sistem yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya ketika 

menghadapi risiko tertentu. Dalam hubungan ini, penyelenggaraan 

jaminan sosial tidak lagi diletakkan semata-mata pada kebijakan 

pemberi kerja ataupun kemampuan individual pekerja dalam 

menanggung risiko, melainkan diselenggarakan berdasarkan asas 

kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia (Amanda et al. 2021). 

Perkembangan pengaturan jaminan sosial tenaga kerja 

selanjutnya memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang 

menetapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan 

hukum publik. Pembentukan kedua institusi tersebut menandai 

transformasi kelembagaan dari model penyelenggaraan Jamsostek ke 

arah sistem jaminan sosial yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan 

memiliki legitimasi hukum publik yang lebih tegas. Selanjutnya, 

perubahan yang dibawa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 menunjukkan bahwa jaminan sosial ditempatkan sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari ekosistem ketenagakerjaan nasional, yang 

secara terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan pasar kerja, 

tuntutan efisiensi dunia usaha, dan kebutuhan akan perlindungan 

pekerja (Octora, Efrila, and Maryani 2022). 

Dengan demikian, pengertian jaminan sosial tenaga kerja tidak 

memadai apabila hanya dirumuskan sebagai sekumpulan program 

yang menyediakan santunan atas risiko tertentu. Dalam konstruksi 

yang lebih tepat, jaminan sosial tenaga kerja merupakan instrumen 

perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan atas 

martabat manusia. Keberadaannya dimaksudkan untuk mencegah 

pekerja dan anggota keluarganya jatuh ke dalam kondisi kerentanan 

sosial dan kemiskinan akibat timbulnya suatu peristiwa risiko. Pada 

saat yang sama, jaminan sosial tenaga kerja menegaskan bahwa 

hubungan industrial yang sehat tidak semata-mata berorientasi pada 

produktivitas dan keuntungan ekonomi, melainkan juga harus 
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menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menjadi pelaku 

utama dalam proses produksi (Perwira et al. 2003). 

Dalam perspektif yang lebih luas, jaminan sosial tenaga kerja 

dapat diposisikan sebagai titik temu antara hukum ketenagakerjaan, 

hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, pembahasannya tidak cukup dibatasi pada uraian 

mengenai jenis program maupun besaran iuran. Aspek yang lebih 

mendasar adalah memahami fungsi sosialnya, yaitu sebagai 

instrumen untuk membangun rasa aman, memperkuat kohesi sosial, 

serta mentransformasikan risiko individual menjadi tanggung jawab 

kolektif dalam kerangka negara kesejahteraan yang berlandaskan 

konstitusi (Rahmawati 2025). 

 

Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia pada 

dasarnya tidak disusun dalam kerangka kelembagaan yang bersifat 

tunggal. Sistem ini dibangun melalui distribusi fungsi dan tanggung 

jawab antara negara sebagai pembentuk norma dan pengawas 

penyelenggaraan, badan penyelenggara sebagai pelaksana program, 

pemberi kerja sebagai pihak yang dibebani kewajiban hukum untuk 

memenuhi kepatuhan, serta pekerja sebagai subjek hukum yang hak-

haknya wajib diberikan perlindungan. Dengan konstruksi demikian, 

jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya merupakan persoalan teknis 

administrasi, melainkan juga merupakan sistem hukum yang 

menempatkan setiap aktor dalam posisi, peran, dan kewajiban yang 

saling berkaitan (Ikhsan, Muliana, and Wahab 2021).  

Dalam kerangka hukum yang berlaku, terdapat dua badan hukum 

publik yang memegang mandat utama dalam penyelenggaraan 

jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Keduanya dibentuk untuk menjalankan fungsi yang berbeda, namun 

dalam konteks perlindungan tenaga kerja terdapat hubungan yang 

bersifat komplementer. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 

perlindungan atas kesehatan pekerja, keselamatan dalam bekerja, 

kesinambungan penghasilan, serta jaminan bagi anggota keluarganya 

merupakan unsur-unsur perlindungan sosial yang secara substantif 
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Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, pengaturan hubungan kerja 

tidak semata-mata bersumber pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, melainkan juga memerlukan perangkat pengaturan yang 

berlaku secara khusus di lingkungan perusahaan. Pengaturan ini 

dibuat untuk menjadi acuan dalam menetapkan syarat kerja, aturan 

perusahaan, dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak dalam 

hubungan industrial, sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban, 

dan keharmonisan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Sehubungan 

dengan itu, terdapat dua instrumen yang memiliki peranan penting 

dalam praktik hubungan industrial, yakni Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP). 

Meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai pedoman 

normatif dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan, PKB dan 

PP memiliki perbedaan yang mendasar, baik ditinjau dari proses 

pembentukannya, pihak-pihak yang terlibat, maupun kekuatan 

mengikatnya secara yuridis. Atas dasar itu, untuk memperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai fungsi, kedudukan, dan ruang 

lingkup pengaturan dari masing-masing instrumen tersebut, perlu 

dilakukan pembahasan secara tersendiri mengenai Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP). 

 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Sebagai salah satu instrumen dalam hubungan industrial, Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) memegang tatanan yang fundamental. 

Keberadaan PKB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif 

dalam hubungan kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan 

hubungan industrial yang kondusif, serasi, dan seimbang dengan 

berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Melalui PKB, hak beserta 

kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi menjadi 

lebih jelas, sehingga kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah 

dapat diakomodasi serta diselaraskan melalui mekanisme 

musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Dalam konteks tersebut, PKB pada dasarnya merupakan 

instrumen normatif yang dirumuskan sebelum pelaksanaan 

hubungan kerja berlangsung secara konkret dalam praktik. Oleh 
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karena itu, PKB tidak cukup hanya dipahami sebagai dokumen formal, 

melainkan harus direalisasikan secara tepat dan konsisten agar 

substansi pengaturan yang telah disepakati benar-benar terwujud 

dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. 

Dengan demikian, PKB berfungsi sebagai landasan yang memberikan 

arah, batasan, dan kejelasan hukum bagi para pihak dalam 

menjalankan hubungan industrial. 

Secara yuridis, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lahir dari proses 

perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau gabungannya 

yang telah terdaftar pada instansi ketenagakerjaan dengan 

pengusaha, kelompok pengusaha, atau asosiasi pengusaha. Pada 

dasarnya, PKB mengatur syarat-syarat kerja serta menetapkan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan industrial. 

Dengan demikian, PKB berperan penting sebagai instrumen hukum 

yang menyeimbangkan kepentingan pekerja serta pengusaha 

memiliki suatu hubungan kerja yang tertata, adil, dan memiliki 

kepastian hukum. 

Perjanjian Kerja Bersama disusun atas dasar musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Akan tetapi, apabila dalam proses perundingan 

para pihak belum berhasil mencapai kesepakatan, penyelesaiannya 

ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, PKB wajib dibuat secara tertulis 

dengan menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia. Jika 

perjanjian tersebut disusun dalam bahasa selain bahasa Indonesia, 

naskahnya harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa 

Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Di samping itu, dalam satu 

perusahaan hanya dapat berlaku satu Perjanjian Kerja Bersama, dan 

ketentuan di dalamnya mengikat seluruh pekerja atau buruh pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

Secara formal, Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam 

bentuk tertulis oleh para pihak. Masa berlakunya ditetapkan paling 

lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara 

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Dari sisi substansi, PKB 

sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan mengenai hak dan 
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kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat 

buruh serta pekerja/buruh, jangka waktu beserta tanggal mulai 

berlakunya perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang mengikatkan 

diri di dalamnya. 

Perjanjian Kerja Bersama mengikat pengusaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh sehingga seluruh pihak 

wajib melaksanakannya. Sebagai wujud tanggung jawab dalam 

pelaksanaan PKB, pengusaha harus mencetak serta mendistribusikan 

naskah PKB kepada setiap pekerja/buruh, dengan seluruh 

pembiayaan ditanggung oleh pengusaha. Selain itu, pengusaha dan 

pekerja/buruh tidak boleh menyusun perjanjian kerja yang isinya 

bertentangan dengan ketentuan PKB. Jika pertentangan tersebut 

terjadi, hukum menyatakan ketentuan dalam perjanjian kerja itu batal 

demi hukum, sedangkan ketentuan PKB tetap berlaku. Bahkan, ketika 

perjanjian kerja tidak mencantumkan hal-hal yang sudah diatur dalam 

PKB, pelaksanaan hubungan kerja tetap merujuk pada ketentuan PKB. 

Pada dasarnya, pengusaha tidak dapat menggantikan Perjanjian 

Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan sepanjang di 

perusahaan tersebut masih terdapat serikat pekerja/serikat buruh. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa PKB lahir dari proses perundingan 

bersama sehingga pengusaha tidak boleh mengesampingkannya 

secara sepihak. Jika pada kemudian hari serikat pekerja/serikat buruh 

tidak lagi ada di perusahaan dan PKB kemudian digantikan oleh 

Peraturan Perusahaan, maka isi Peraturan Perusahaan itu tidak boleh 

lebih rendah daripada ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam 

PKB. 

Perjanjian Kerja Bersama memiliki karakter dan kekhususan 

yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya. Perbedaan itu 

terlihat pada cakupan daya ikatnya, sebab PKB tidak hanya mengikat 

para pihak yang secara langsung membuat perjanjian, tetapi juga 

mengikat pihak-pihak lain yang secara organisatoris berhubungan 

dengan para pihak yang membentuknya. Oleh karena itu, PKB berlaku 

bagi pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh, pengusaha yang tergabung dalam perkumpulan pengusaha, 

anggota baru dari masing-masing organisasi tersebut, bahkan tetap 

mengikat pekerja/buruh maupun pengusaha yang sudah tidak lagi 

menjadi anggota organisasi terkait. 
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Hakikat Perselisihan Hubungan Industrial 

Secara konseptual, hubungan industrial dapat dipahami sebagai suatu 

bentuk hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja/buruh yang 

muncul dalam konteks pelaksanaan kegiatan kerja. Hubungan ini 

tidak hanya mencakup pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak, tetapi juga mencerminkan adanya interaksi kepentingan yang 

dinamis dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, 

hubungan industrial tidak selalu berjalan mulus, melainkan 

berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat 

berkembang menjadi perselisihan. 

Perselisihan hubungan industrial pada dasarnya merupakan 

konsekuensi logis dari adanya perbedaan kepentingan antara para 

pihak dalam hubungan kerja. Perbedaan tersebut dapat timbul akibat 

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hak, perbedaan penafsiran 

terhadap ketentuan yang berlaku, maupun adanya tuntutan 

perubahan kondisi kerja. Dengan demikian, perselisihan tidak dapat 

sepenuhnya dihindari dalam hubungan industrial, melainkan menjadi 

bagian dari dinamika hubungan kerja itu sendiri (Wijayanti, 2018). 

Selain itu, sumber perselisihan juga dapat berasal dari berbagai 

instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja, seperti perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. 

Ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan tersebut seringkali 

menjadi pemicu utama timbulnya konflik antara pekerja dan 

pengusaha. 

Salah satu jenis perselisihan yang paling sering muncul dalam 

hubungan industrial berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. 

Hal ini terjadi karena hubungan kerja pada dasarnya dibangun atas 

dasar kesepakatan antara para pihak. Ketika salah satu pihak tidak lagi 

bersedia melanjutkan hubungan kerja, situasi tersebut berpotensi 

menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui 

mekanisme hukum. 

Selain itu, perkembangan di bidang ketenagakerjaan yang 

semakin terbuka memberi peluang lebih besar bagi pekerja untuk 

membentuk serikat pekerja. Keberadaan lebih dari satu serikat 

pekerja dalam satu perusahaan merupakan manifestasi dari 
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kebebasan berserikat, namun di sisi lain dapat menimbulkan konflik 

antar serikat, terutama terkait keanggotaan dan hak representasi 

dalam perundingan (Ugo dan Pujiyo, 2011). 

Secara normatif, Perselisihan hubungan industrial diatur dalam 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam ketentuan ini, perselisihan 

hubungan industrial didefinisikan sebagai kondisi di mana terjadi 

perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara pengusaha 

atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat 

pekerja/serikat buruh. 

Ruang lingkup perselisihan ini cukup beragam dan mencakup 

beberapa kategori utama. Pertama, perselisihan hak, yaitu sengketa 

yang berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan atau perjanjian kerja. Kedua, perselisihan 

kepentingan, muncul ketika pihak-pihak terkait gagal mencapai 

kesepakatan mengenai penetapan atau perubahan syarat-syarat kerja. 

Ketiga, perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja, yang 

berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak 

sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku. Terakhir, perselisihan 

antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan, yang biasanya timbul 

akibat konflik kepentingan atau persaingan antar organisasi pekerja. 

Dengan memahami klasifikasi perselisihan tersebut, mekanisme 

penyelesaian dapat diterapkan secara tepat, menyesuaikan 

karakteristik dan jenis perselisihan, sehingga keseimbangan hak dan 

kewajiban antara pengusaha dan pekerja tetap terjaga dan hubungan 

industrial dapat berlangsung secara harmonis. 

 

Klasifikasi Perselisihan Hubungan Industrial  

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, perselisihan hubungan 

industrial diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan 

karakteristiknya. Pengelompokan ini penting untuk menentukan 

mekanisme penyelesaian yang tepat sesuai dengan sifat perselisihan 

yang terjadi (Asyhadie dan Kusuma, 2018). 

1. Perselisihan Hak  

Perselisihan hak merupakan jenis konflik yang muncul akibat tidak 

terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak-hak 
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tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, baik berasal dari 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. 

Menurut Imam Soepomo, perselisihan hak terjadi ketika salah 

satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan 

atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku 

(Soepomo, 1975). Dengan demikian, perselisihan hak sering 

dikategorikan sebagai perselisihan normatif karena berkaitan 

dengan hak-hak yang telah memiliki dasar hukum yang tegas. 

Salah satu contoh perselisihan dalam hubungan industrial 

dapat dilihat pada permasalahan pembayaran upah yang tidak 

sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta 

ketidaksesuaian dalam pemberian upah lembur akibat kelebihan 

jam kerja yang tidak dihitung atau dibayarkan secara tepat. Selain 

itu, berbagai bentuk pelanggaran lain yang berkaitan dengan hak 

normatif pekerja juga dapat menjadi sumber timbulnya 

perselisihan (Akbar, 2024).  

 

2. Perselisihan Kepentingan 

Perselisihan kepentingan muncul ketika pihak-pihak yang terlibat 

dalam hubungan kerja tidak mencapai kesepakatan terkait 

penetapan atau perubahan syarat-syarat kerja. Perselisihan ini 

tidak berkaitan dengan hak yang telah ada, melainkan berkaitan 

dengan kepentingan para pihak di masa yang akan datang. 

Perselisihan juga dapat timbul sebagai akibat adanya tuntutan dari 

pekerja terkait pemberian berbagai jenis tunjangan, seperti 

tunjangan jabatan, tunjangan cuti, maupun tuntutan lain yang 

belum diatur secara jelas dalam ketentuan yang berlaku. Kondisi 

tersebut seringkali memicu perbedaan kepentingan antara pekerja 

dan pengusaha (Akbar, 2024). 

Dalam praktiknya, perselisihan kepentingan seringkali 

muncul dalam proses perundingan antara pekerja atau serikat 

pekerja dengan pengusaha, terutama terkait dengan tuntutan 

perbaikan kesejahteraan, seperti kenaikan upah atau peningkatan 

fasilitas kerja (Soepomo, 1975). 
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Dinamika Migrasi 

“Bermigrasi” berarti “pindah dari satu tempat ke tempat lain.” 

Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara – ini 

yang disebut sebagai “migrasi internal”. Migrasi juga dapat terjadi 

ketika orang-orang pindah dari negara asalnya ke negara lain – ini 

disebut sebagai “migrasi eksternal” atau “emigrasi”. 

Orang-orang bermigrasi untuk beragam alasan. Sebagian orang 

bermigrasi untuk perkembangan pribadi dan/atau profesional, dan 

ingin bepergian dan melihat dunia. Sebagian orang bermigrasi karena 

kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling mereka yang berada di 

luar kendali mereka, contohnya pengungsi kerusuhan sipil, bencana 

alam seperti kelaparan, kekeringan, gempa bumi, banjir. Ada juga yang 

bermigrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik 

untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, termasuk pekerjaan 

yang memberikan penghasilan yang lebih besar, pekerjaan yang layak, 

keamanan manusia, dan perlindungan hak-hak dan kebebasan-

kebebasan dasar. 

 “Migrasi perburuhan” adalah istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan pergerakan/migrasi yang dilakukan oleh orang-

orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau 

menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, 

umumnya mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. Migrasi 

perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari 

pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-

terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi 

perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran-migran 

tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” atau “negara tuan 

rumah”. 

Pekerja migran bukan produk dari abad ke-dua puluh. 

Perempuan dan laki-laki telah meninggalkan tanah air mereka untuk 

mencari kerja di tempat lain sejak konsep bayaran sebagai ganti atas 

pekerjaan diperkenalkan. Sekarang ini, perbedaannya adalah bahwa 

terdapat lebih banyak pekerja migran dibandingkan dengan periode 

yang mana pun sepanjang sejarah manusia. Tidak ada benua, atau 

kawasan di dunia ini, yang tidak memiliki kontingen pekerja migran. 
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Bekerja di luar negeri memberikan peluang bagi banyak 

penduduk Indonesia untuk memasuki angkatan kerja aktif dan 

mencari upah yang lebih tinggi. Migrasi tenaga kerja Indonesia 

didorong oleh kurangnya kesempatan kerja yang baik di dalam negeri 

di tambah dengan adanya potensi upah yang lebih tinggi di pasar 

tenaga kerja luar negeri. Sebagian besar pekerja migran memperoleh 

penghasilan yang jauh lebih tinggi, bahkan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya migrasi. Migrasi dan remitansi juga memberikan dampak 

positif terhadap aspek sosial ekonomi rumah tangga pekerja migran. 

Migrasi juga meningkatkan prospek kerja jangka panjang. Pekerja 

migran memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat bereinte grasi 

ke pasar tenaga kerja setelah kembali dari luar negeri. 

Migrasi perburuhan dapat memiliki akibat yang berbeda bagi 

negara-negara pengirim dan negara-negara tujuan, tergantung pada 

volume, komposisi dan karakteristik arus-arus migrasi, serta 

keterampilan, usia dan jenis kelamin migran, serta situasi kerja yang 

ada di negara tujuan. Migrasi perburuhan dapat menguntungkan 

negara-negara di kedua ujung jalur migrasi. Banyak negara-negara 

maju yang menghadapi kekurangan keterampilan di banyak bidang, 

misalnya di bidang Teknologi Informasi dan di sektor-sektor 

kesehatan. Hal ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini melalui pendidikan dan 

pelatihan keterampilan yang ditargetkan. Migrasi migran-migran 

semi-terampil dan migran-migran tidak terampil juga mampu 

menutupi kesenjangan di bidang pertanian dan di sektor-sektor jasa 

yang lain di negara-negara maju. Keputusan untuk merekrut pekerja 

migran biasanya dilakukan sebagai tanggapan terhadap kurang 

memadainya atau kurangnya keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan, atau ketidakmungkinan untuk memobilisasi 

keterampilan-keterampilan tersebut secara cukup cepat untuk 

memenuhi permintaan perburuhan tenaga kerja yang mendesak. 

Imigrasi juga telah digambarkan sebagai hal yang dapat 

mengurangi tekanan populasi yang menua dan berkontribusi untuk 

menjaga angkatan kerja di tingkat-tingkat yang memadai di negara-

negara maju, dan untuk mengurangi tekanan pengangguran yang 

tinggi di banyak negara-negara berkembang. Lebih penting lagi, 
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migrasi perburuhan dipandang sebagai sebuah kontribusi untuk 

membantu pembangunan, khususnya melalui remitan yang dikirim 

pulang oleh para pekerja migran, transfer pengetahuan, dan 

penciptaan jejaring bisnis dan perdagangan. Banyak migran yang 

memperoleh keterampilan-keterampilan baru di negara tuan rumah, 

baik melalui pendidikan tinggi dan pelatihan yang tidak tersedia di 

rumah, atau pengalaman kerja yang berguna. Keterampilan-

keterampilan tersebut mungkin relevan dengan kebutuhan-

kebutuhan pembangunan negara-negara asal mereka. 

Bekerja di luar negeri juga tidak terlepas dari kemungkinan 

risiko. Secara umum, kejadian pengalaman buruk dan traumatis telah 

berkurang dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian, 

risiko dialaminya perlakuan buruk dan traumatis bervariasi menurut 

gender dan negara tujuan. Risiko yang berkaitan dengan kondisi kerja 

dan penganiayaan lebih banyak dialami oleh pekerja migran wanita. 

Meskipun rendah, kasus penganiayaan pada pekerja migran wanita 

terjadi dua kali lebih banyak dibandingkan pada pekerja migran laki-

laki. Sebaliknya, para pekerja migran laki-laki yang mayoritas non 

prosedural, lebih rentan terhadap masalah yang berhubungan dengan 

gaji. Namun, secara umum, hanya sedikit pekerja migran yang 

mempunyai pengalaman negatif terkait upah, mayoritas menerima 

upah tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati. 

Berdasarkan negara tujuan, pengalaman buruk lebih jarang terjadi 

pada pekerja migran yang bekerja di negara yang lebih maju, terutama 

Cina Taipei, Hong Kong SAR, dan Singapura. Pekerja migran di 

Malaysia lebih banyak mengalami masalah mengenai upah, sedangkan 

mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah lebih banyak 

mengalami perlakuan buruk terkait kondisi kerja dan penganiayaan. 

 

Menyikap Fenomena Pekerja Migran Non-Prosedural 

 Arus migrasi tidak selalu terjadi dalam kerangka hukum dan tertib. 

Salah satu masalah yang terus-menerus dan kompleks yang terus 

menarik perhatian adalah fenomena pekerja migran tidak terdaftar. 

Fenomena ini merujuk pada pergerakan, penempatan, atau kegiatan 

ketenagakerjaan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur hukum 

dan administratif yang berlaku, baik di negara asal maupun di negara 
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Fenomena Gig Economy yang kini menjadi penopang penting 

aktivitas ekonomi sehari-hari. Di satu sisi, pola kerja ini menawarkan 

keleluasaan jam kerja dan peluang pendapatantambahan.  Namun, di 

sisi lain, konstruksi hubungan kerja yang dikemas sebagai “kemitraan” 

membuat posisi pekerja sering kali tidak jelas dari sudut pandang 

hukum ketenagakerjaan. Pekerja GIG menunjukan trend yang semakin 

meningkat seiring dengan kemunculan era digital. Dilansir dari Forbes 

pada tahun 2022 sebanyak 57 juta orang di Amerika merupakan 

pekerja gig. Sedangkan jumlah pekerja gig di Amerika meningkat pada 

tahun 2016 sebanyak 27% menjadi 36% di tahun 2022 (Murwani, 

2023). 

Menurut Kantor Statistik Nasional Inggris pada tahun 2020 

bahwa 4,4% angkatan kerja di Inggris berpartisipasi dalam kegiatan 

gig economy. Survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Australia pada 

tahun 2019 bahwa 7,1% populasi pekerja di Australia adalah pekerja 

gig (Wulandari, 2024). Menurut survei yang dilakukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada tahun 2018, 

diketahui bahwa 3,3% angkatan kerja di Jepang melakukan pekerjaan 

gig.(Behl et al., 2022) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pekerja 

lepas di Indonesia sudah mencapai 46,47 juta orang atau sekitar 32% 

dari total angkatan kerja pada Februari 2023 (Bielousov et al., 2023). 

Bank Dunia menyebutkan sebanyak 1,57 miliar atau 46,4% dari 

tenaga kerja global saat ini berstatus sebagai pekerja gig. Potensi 

pasar kerja yang semakin besar, dimana pada tahun 2023, volume 

pekerjaan untuk gig economy dalam skala global diperkirakan bakal 

menembus angka USD455,2 miliar (Ansar & Khaled, 2023). 

Di Indonesia, perkembangan hal tersebut saat ini didominasi oleh 

dua perusahaan besar, yakni Gojek dan Grab, yang telah berevolusi 

menjadi super-apps. Kedua platform tersebut pada awalnya hadir 

untuk menjawab persoalan transportasi yang akut di kota-kota besar 

Asia Tenggara, seperti tingkat kemacetan yang tinggi serta 

keterbatasan infrastruktur transportasi publik. Dengan 

memanfaatkan basis pengguna yang luas dan semakin terintegrasi 

dengan teknologi seluler, keduanya mampu mentransformasi sektor 

transportasi informal sekaligus memperluas cakupan layanan ke 

sektor lain, seperti pengantaran makanan, logistik, hingga sistem 

pembayaran digital (Rani et al., 2021). 
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Kontribusi ekonomi dari sektor ini sangat signifikan. Gig economy 

di Indonesia diperkirakan menyumbang sedikitnya US$7 miliar 

terhadap produk domestik bruto nasional serta menyerap jutaan 

tenaga kerja dengan estimasi tidak kurang dari empat juta pekerja 

(Donovan et al., 2016). Bahkan, data tahun 2023 menunjukkan jumlah 

pengemudi yang berafiliasi dengan platform utama seperti Gojek, 

Grab, Maxim, dan inDriver telah mencapai sekitar 3,75 juta orang 

(Myhill et al., 2023). Fakta tersebut menegaskan posisi gig economy 

sebagai salah satu pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja 

sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi digital di 

Indonesia. 

 

Pekerja Platform 
Istilah “platform” digunakan dalam berbagai konteks. Bagi banyak 

orang, platform adalah alat teknologi yang memungkinkan pengguna 

melakukan berbagai hal secara daring: mengobrol, berbagi, 

berkomentar, mencari informasi, membeli barang, mendengarkan 

musik, menonton video, memesan taksi, dan sebagainya. Namun, 

aktivitas daring ini menyembunyikan sebuah sistem yang logika dan 

logistiknya tidak hanya sekadar memfasilitasi; sistem tersebut 

sebenarnya membentuk cara kita hidup dan bagaimana masyarakat 

terorganisir (Gehl, 2011). Studi Evans dan Gawer (2016) bertujuan 

untuk menyediakan survei global komprehensif pertama tentang 

perusahaan platform. Studi tersebut mencatat bahwa sebagian besar 

platform saat ini bersifat digital, karena mereka mengumpulkan, 

mentransmisikan, dan memonetisasi data, termasuk data pribadi, 

serta memanfaatkan kekuatan konektivitas internet yang meluas 

(Parker dkk., 2016). mengemukakan pandangan bahwa sebuah 

platform memungkinkan ‘interaksi yang menciptakan nilai antara 

produsen dan konsumen eksternal’ sekaligus menyediakan 

‘infrastruktur yang terbuka dan partisipatif untuk interaksi-interaksi 

ini serta menetapkan ketentuan tata kelola’. Dalam mendefinisikan 

platform digital dalam konteks ekonomi kapitalis kontemporer, 

Srnicek (2016) berpendapat bahwa para kapitalis platform sangat 

bergantung pada teknologi informasi, data, dan internet untuk model 

bisnis mereka. Srnicek mendefinisikan platform sebagai infrastruktur 

digital yang memungkinkan dua atau lebih pengguna yang berbeda 
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untuk berinteraksi: pelanggan, pengiklan, penyedia layanan, 

produsen, pemasok, dan bahkan objek fisik. Namun, Van Dijck (2013) 

menunjukkan bahwa ‘platform adalah mediator, bukan perantara’, 

karena platform membentuk pelaksanaan tindakan sosial, bukan 

sekadar memfasilitasi tindakan tersebut (Van Dijck et al., 2018). 

kemudian memperkenalkan konsep Masyarakat platform, sebuah 

istilah yang lebih luas daripada ekosistem platform, untuk 

menggambarkan situasi di mana hampir segala sesuatu dalam 

masyarakat telah mengalami perubahan terutama dalam hal 

digitalisasi.  

Selanjutnya, perkembangan ekonomi digital tidak hanya 

melahirkan fenomena gig economy, tetapi juga mendorong 

transformasi yang lebih luas dalam struktur sosial yang kemudian 

dikenal sebagai konsep masyarakat platform (platform society). 

Konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar 

ekosistem platform, karena tidak hanya merujuk pada interaksi 

ekonomi berbasis aplikasi, tetapi juga menggambarkan kondisi di 

mana hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat telah 

terdigitalisasi dan dimediasi oleh platform digital. 

Dalam masyarakat platform, aktivitas sosial, ekonomi, hingga 

hubungan kerja tidak lagi berlangsung secara konvensional, 

melainkan bergantung pada infrastruktur digital yang dikendalikan 

oleh perusahaan platform (Sari et al., 2026). Proses ini menciptakan 

bentuk baru relasi kekuasaan yang tidak selalu terlihat secara 

langsung, tetapi bekerja melalui mekanisme algoritma, data, dan 

sistem otomatisasi. Dengan demikian, platform tidak hanya berfungsi 

sebagai perantara (intermediary), tetapi juga sebagai pengendali 

(governor) yang menentukan pola interaksi dan distribusi peluang 

ekonomi. 

Implikasi dari munculnya masyarakat platform terhadap hukum 

ketenagakerjaan sangat signifikan. Relasi kerja yang sebelumnya 

bersifat langsung antara pekerja dan pengusaha kini mengalami 

disrupsi, di mana platform mengambil peran sentral tanpa secara 

formal diakui sebagai pemberi kerja. Hal ini menimbulkan tantangan 

konseptual dalam menentukan status hukum pekerja, sebagaimana 

terlihat dalam praktik kemitraan pekerja gig. Dalam konteks ini, 
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Konsep Dasar Regulasi Ketenagakerjaan 

Regulasi ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum yang 

memiliki fungsi strategis dalam mengatur hubungan antara pekerja, 

pengusaha, dan negara dalam proses produksi maupun 

penyelenggaraan hubungan industrial. Dalam perspektif hukum 

modern, regulasi ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai 

seperangkat norma yang mengatur perjanjian kerja, tetapi juga 

sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan 

sosial di bidang ketenagakerjaan (L. Husni, 2020). Landasan 

konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang 

menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip tersebut 

kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menjadi kerangka utama pengaturan 

tenaga kerja nasional, meskipun sebagian substansinya mengalami 

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Perppu Cipta Kerja. 

Secara konseptual, regulasi ketenagakerjaan mencakup seluruh 

aturan mengenai tenaga kerja sejak tahap pra-kerja, selama hubungan 

kerja berlangsung, hingga berakhirnya hubungan kerja. Pengaturan 

tersebut meliputi mekanisme perekrutan, perjanjian kerja, 

pengupahan, jam kerja, cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Keberadaan regulasi ini menjadi penting karena hubungan kerja pada 

dasarnya tidak berlangsung dalam posisi yang setara. Pengusaha 

memiliki kekuatan ekonomi dan kontrol atas sarana produksi, 

sementara pekerja sering berada dalam posisi yang lebih lemah secara 

struktural. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan mengandung sifat 

protektif yang membedakannya dari hukum perdata biasa (A. Sutedi, 

2019). 

Tujuan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan produktivitas 

ekonomi dengan perlindungan hak asasi pekerja. Hukum 

ketenagakerjaan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua 
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pihak dalam hubungan kerja, mencegah tindakan sewenang-wenang, 

serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan 

berkeadilan. Dalam konteks pembangunan nasional, regulasi 

ketenagakerjaan juga berfungsi mendukung stabilitas ekonomi 

melalui terciptanya hubungan kerja yang kondusif. Kepastian tentang 

hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha akan meminimalkan 

konflik industrial yang dapat mengganggu produktivitas usaha. 

Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi 

pada perlindungan individu, tetapi juga memiliki dimensi makro 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Z. Asikin, 2016). 

Prinsip perlindungan tenaga kerja merupakan inti dari seluruh 

bangunan regulasi ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut diberikan 

karena pekerja merupakan pihak yang rentan terhadap eksploitasi 

dalam hubungan kerja (Suryani, N, 2021), (Sari, D. A., & Nugroho, S. 

2021). Secara umum, perlindungan tenaga kerja meliputi 

perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis. Perlindungan ekonomis 

berkaitan dengan hak atas upah yang layak, tunjangan, dan jaminan 

sosial ketenagakerjaan. Perlindungan sosial mencakup hak untuk 

berserikat, memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi, serta 

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. 

Sementara perlindungan teknis berkaitan dengan keselamatan dan 

kesehatan kerja guna mencegah kecelakaan kerja maupun penyakit 

akibat pekerjaan (Deakin. S, 2017). 

Hubungan antara negara, pekerja, dan pengusaha dalam sistem 

ketenagakerjaan modern membentuk pola tripartit yang saling 

berkaitan. Negara bertindak sebagai regulator yang menetapkan 

norma hukum, pengawas pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan, 

serta mediator dalam penyelesaian konflik industrial (Berg, J., Furrer, 

M., Harmon, E., Rani, U., & Silberman, M. S, 2018). Pekerja berperan 

sebagai subjek produktif yang hak-haknya dijamin oleh hukum, 

sedangkan pengusaha berfungsi sebagai pelaku ekonomi yang 

menjalankan kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Dalam 

praktiknya, keseimbangan hubungan ini sering menghadapi 

tantangan, terutama ketika kepentingan investasi berbenturan 

dengan perlindungan hak pekerja (Prassl. J, 2018). Oleh karena itu, 

efektivitas regulasi ketenagakerjaan sangat bergantung pada 
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kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan keadilan sosial (Adams, Z., & Deakin, S. 2014). 

 

 
Gambar 16.1: Konsep Regulasi Ketenagakerjaan 

Sumber: diolah dari berbagai data penulis 

 

Arah Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan 
Arah reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia berfokus pada 

penyesuaian hukum terhadap perubahan ekonomi, teknologi, dan 

kebutuhan investasi (Prasetyo, T. 2020). Reformasi tersebut tampak 

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Perppu Cipta Kerja yang mengubah sejumlah ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

terutama mengenai hubungan kerja, pengupahan, dan pemutusan 
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berimplikasi pada berkurangnya jaminan ekonomi pekerja ketika 

terjadi pemutusan hubungan kerja. 

Ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha 

juga menjadi perhatian penting. Dalam hubungan industrial, 

pengusaha secara ekonomi berada pada posisi yang lebih kuat, 

sehingga tanpa perlindungan normatif yang memadai pekerja 

berpotensi menerima syarat kerja yang kurang menguntungkan. 

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada implikasi terhadap 

keadilan sosial, karena tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah 

menciptakan distribusi perlindungan yang seimbang agar 

pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi 

seluruh tenaga kerja. 
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